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ABSTRAK 

PENGARUH LITERASI POLITIK TERHADAP BUDAYA  

POLITIK PARTISIPAN MAHASISWA PPKN  

FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG  

 

Oleh 

Odi Rizayanto 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh 

literasi politik terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP 

Universitas Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini 

yakni mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) Universitas Lampung angkatan 2019 sampai angkatan 2022. Sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 78 responden. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik angket dan wawancara. Teknik analisis data 

pada penelitian ini yakni menggunakan uji regresi sederhana dengan bantuan 

SPSS versi 25. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

literasi politik berpengaruh positif terhadap 53,1% terhadap budaya politik 

partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung  dimana mahasiswa 

PPKn FKIP Universitas Lampung memiliki budaya politik partisipan yang cukup 

baik. Selain itu mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung memiliki bentuk 

partisipasi politik non-konvensional, dan dalam hal tipologi partisipasi politik 

mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung mayoritas berpartisipasi secara aktif 

dan sebagian lain berpartisipasi secara pasif. 

 

Kata Kunci: Literasi Politik, Budaya Politik Partisipan, Mahasiswa, Partisipasi 

Politik, PPKn FKIP Universitas Lampung.



 

 
 

ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF POLITICAL LITERACY ON CULTURE 

POLITICS OF PPKN STUDENT PARTICIPANTS 

FKIP LAMPUNG UNIVERSITY 

By 

Odi Rizayanto 

 

This study aims to find out and analyze how political literacy influences the 

political culture of PPKn FKIP University Lampung University student 

participants. The research method used in this research is descriptive method with 

a quantitative approach. The subjects of this study were students of the Pancasila 

and Citizenship Education (PPKn) study program at the University of Lampung, 

class of 2019 to class of 2022. The sample in this study was 78 respondents. Data 

collection techniques in this study used questionnaires and interviews. The data 

analysis technique in this study was to use a simple regression test with the help 

of SPSS version 25. Based on the results of the research conducted, it showed that 

political literacy had a positive effect on 53.1% of the political culture of PPKn 

FKIP University student participants in Lampung where PPKn FKIP University 

Lampung students had a culture good participatory politics. In addition, PPKn 

FKIP University of Lampung students have unconventional forms of political 

participation, and in terms of political participation typology, the majority of 

PPKn FKIP University of Lampung students participate actively and some others 

participate passively. 

 

Keywords:  Political Literacy, Participant's Political Culture, Students, 

Political Participation, PPKn FKIP University Of Lampung.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam dunia politik, faktor budaya memainkan peran yang sangat penting 

dari masa ke masa. Alur kebijakan politik suatu bangsa ditentukan oleh sistem 

struktural pada masanya, salah satunya adalah yang dikenal sebagai budaya 

politik. Budaya politik adalah persepsi warga negara yang diaktualisasikan 

dalam pola sikap terhadap masalah politik dan peristiwa politik yang terjadi 

(Ibid dalam Thomas Tokan Pureklolon, 2021). 

Dalam konteks budaya politik di Indonesia, budaya politik secara tak langsung 

merupakan realitas yang paling dianggap intens dan mendasari sistem politik 

Indonesia. Pengamatan terhadapnya menurut Rusadi (1985), tidaklah berhenti 

pada hasil perolehan identifikasi pengamatan momen (wowent opname) tentang 

pola dan struktur kebudayaan dalam situasi tertentu dan terbatas. Sistem politik 

yang dipengaruhi atau dilandasi kebudayaan (politik), baru dapat dimengerti 

dan dipahami dengan baik setelah mengarungi kurun waktu tertentu (yang 

mungkin cukup panjang). Budaya politik dan struktur politik tidak pernah 

berada dalam keadaan diam (stasioner), tetapi selalu bergerak dan berinteraksi 

satu sama lain. 

Budaya politik mencakup berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, 

seperti keagamaan, kegiatan ekonomi, bisnis, hubungan internasional, serta 

hubungan sosial masyarakat. Konsep ini dapat pula berarti bahwa berbagai 

aspek kegiatan masyarakat mempengaruhi kebijakan politik. Maka dari itu, 

budaya politik dapat mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia. Terdapat 
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bermacam-macam budaya politik yang dianut masyarakat Indonesia untuk 

mengapresiasikan cita-citanya. Budaya politik tersebut menjadi ciri khas 

bangsa Indonesia dalam kehidupan politik di Indonesia. Budaya politik yang 

baik mampu mendorong partisipasi dari warga negara dalam keseluruhan 

kehidupan secara politik (Ibid dalam Thomas Tokan Pureklolon, 2021). 

Permasalahan yang muncul dalam budaya politik di Indonesia yakni minimnya 

masyarakat Indonesia yang memiliki budaya politik aktif, mayoritas bahkan 

tidak mengerti politik dikarenakan kondisi sosio-ekonomi yang kurang 

mendukung. Ada pula yang tidak peduli terhadap politik di Indonesia. 

Sekalipun masyarakat Indonesia terlibat aktif dalam aksi politik, hal itu 

dikarenakan adanya pengaruh peer pressure yang kemudian mengakibatkan 

sangat sedikit masyarakat Indonesia yang betul-betul memahami situasi politik 

di Indonesia. Rendahnya partisipasi politik pada masyarakat Indonesia 

ditengarai karena kurang memadainya tingkat sosialisasi budaya politik. Agar 

terciptanya budaya politik yang aktif maka harus di dukung oleh semua pihak 

terutama oleh pemerintah itu sendiri. 

Permasalahan lain yang timbul, tingginya angka persentase Golongan Putih 

(Golput) pada pemilihan-pemilihan umum yang telah dilakukan. Ridha (2019) 

mengemukakan pendapatnya tentang data yang didapat dari LSI, 2015; 

Indikator Politik, 2016 & CSIS, 2017 yang pada tahun 2014 mencatat sebanyak 

24,89 % golongan putih yang setara dengan 46.252.097 juta suara dari jumlah 

seluruh suara sah sebesar 124.972.491 juta suara. Kondisi tersebut secara tidak 

langsung menginformasikan dua hal, yaitu: ketidak-tahuan akan urgensi 

pemilihan umum dan ketidak-percayaan pada oknum yang menjalankan sistem. 

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi seperti 

DPR dan Partai Politik yang berada pada titik rendah mengkonfirmasi poin 

yang kedua, sementara tingginya persentase Golput pada setiap agenda Pemilu 

yang telah kita lakukan secara tidak langsung juga mengkonfirmasi poin yang 

pertama.  

Partisipasi politik warga negara sangat terkait erat dengan kepemilikan budaya 

politik. Budaya politik merupakan orientasi politik sikap individu terhadap 
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sistem politik dan komonen-komponennya, juga sikap individu yang dapat 

dimainkan dalam sebuah sistem politik tersebut (Almond & Verba, 1990). 

Budaya politik individu akan ditentukan oleh kepemilikan orientasi psikologis 

terhadap obyek sosial yang dalam hal ini adalah sistem politik. Orientasi 

tersebut yakni pertama, orientasi kognitif yang menyangkut pemahaman dan 

keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, kedua, orientasi 

afektif yang menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu 

terhadap sistem politik, ketiga, orientasi evaluatif yang menyangkut kapasitas 

individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang 

sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalalmnya (Gaffar, 2006). 

Apabila orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif dikembangkan secara 

maksimal dan seimbang pada diri warga negara makan akan muncul budaya 

politik yang mendukung terwujudnya sistem politik yang demokratik dan stabil 

yakni budaya politik partisipan.  

Kehadiran budaya politik ini nampak pada masyarakat yang orang-orangnya 

melibatkan diri dalam kegiatan politik atau paling tidak dalam kegiatan 

pemberian suara, dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang 

kehidupan politik (Winarno, 2008). Warga negara yang telah memiliki budaya 

politik partisipatif, memiliki kompetensi politik yang tinggi dan digunakannya 

untuk memberikan evaluasi terhadap proses politik (Gaffar, 2006). Artinya, 

partisipasi politik warga negara merupakan bagian dari budaya politik 

partisipatif sehingga kepemilikan budaya politik partisipatif akan 

menghadirkan partisipasi politik yang mendorong terwujudnya sistem politik 

yang demokratik dan stabil. 

Budaya politik kampus juga termasuk kedalam budaya politik yang dilakukan 

dan diperoleh dari sebuah pemikiran-pemikiran mahasiswa yang ingin tahu 

perkembangan politik yang terjadi. Oleh karena itu mahasiswa sebagai agen 

perubahan (Agen of Change) harus mampu memberikan sebuah perubahan dan 

berperan sebagai pioneer dalam proses penentuan sebuah kebijakan dan 

sekaligus mampu mengontrol sebuah perjalanan sistem politik yang sesuai 

dengan konstitusi yang berlaku. Dengan demikian peran mahasiswa dalam 
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berpolitik sangat diperlukan demi tercapainya demokrasi dan reformasi dalam 

membangun sebuah negara yang adil, aman dan tentram. Mahasiswa selaku 

generasi kepemimpinan negara masa depan, merupakan aset penting yang 

paling berharga bagi sebuah negara. Hebatnya golongan mahasiswa akan 

menjanjikan mantapnya kepemimpinan yang akan datang.  

Pergerakan mahasiswa telah memainkan peranan penting sebagian kekuatan 

yang secara nyata mampu mendobrak rezim otoritarian. Jika kita lihat 

pengalaman historis perjuangan bangsa, kita akan menemukan bahwa 

mahasiswa selalu memainkan peranan penting dalam setiap bagian yang 

terpenting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Meskipun demikian, dari 

kenyataan dilapangan harus diakui bahwa gerakan mahasiswa sebagai salah 

satu kekuatan reformasi bukanlah kekuataan yang solid. Keragaman latar 

belakang, motivasi, visi, politik serta orientasi masing-masing telah 

menjadikan gerakan mahasiswa tidak biasa dilihat sebagai identitas yang 

homogen. Maka dari itu sebuah literasi politik mahasiswa sangatlah berperan 

penting terhadap kemajuan dan perkembangan intelektualitas mahasiswa 

maupun kepekaan terhadap keadaan dinamika politik yang sedang terjadi, lalu 

pada proses kegiatan perbincangan politik mahasiswa juga terdapat berbagai 

macam tempat dan bermunculannya inovasi baru dalam perbincangan literasi 

politik. 

Namun, terjadi hal yang cukup memprihatinkan dimana UNDP (2001) 

mengungkapkan bahwa dari seluruh Negara ASEAN, Indonesia menempati 

peringkat terakhir untuk Human Development Index (HDI), Gender Related 

Development Index (GDI) dan juga Gender Empowerment Measure (GEM). 

Artinya SDM Indonesia perlu ditingkatkan dari berbagai bidang termasuk 

bidang politik (literasi politik). Dalam bidang politik, persentase anggota 

legislatif antara laki-laki dan perempuan jauh berbeda, persentase anggota 

legislatif perempuan hanya 8,8% (BPS Tahun 2000). Angka tersebut tidak 

sampai 30% dari keseluruhan anggota legislatif. Oleh sebab itu perlu diketahui 

tingkat literasi politik dan bagaimana pengarusutamaan gender dapat 

meningkatkan literasi politik masyarakat. 
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Ketidakmampuan untuk menyadari dampak dari setiap sikap politik yang 

ditampilkan, langkah politik yang diambil serta kesalingterhubungan berbagai 

tindakan politik dan kesejahteraan menjadi faktor utama dari sikap dan 

tindakan acuh yang ditampilkan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat 

mendesak yang harus dilakukan sebagai ikhtiar untuk meningkatkan persentase 

partisipasi politik pemilih dan perbaikan kualitas pemilih yang berpartisipasi 

menjadi pemilih yang objektif-rasional dalam rangka memperbaiki kualitas 

penerapan demokrasi di masa depan. Disamping itu juga, kemampuan literasi 

politik yang baik juga akan turut berperan dalam penerapan sistem checks and 

balances dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam rangka 

turut serta memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai langkah 

awal mewujudkan keadilan sosial bagi segenap masyarakat Indonesia. 

Permasalahan di atas kemudian dianalisa dan dicoba dijawab melalui tujuan 

program studi PPKn FKIP Universitas Lampung di bidang pendidikan, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama yang memiliki 4 

komponen utama yang dua diantaranya yaitu untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki kemampuan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka implementasi pendidikan 

kewarganegaraan untuk mewujudkan smart and good citizenship melalui 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, menghasilkan lulusan 

yang memiliki kemampuan seperti keterampilan legislasi, kontrak hukum dan 

jurnalistik, literasi politik, role model nilai-moral dan penggiat budaya yang 

professional (pkn.fkip.unila.ac.id, 2022). Maka, budaya politik yang mumpuni 

menjadi satu dari sekian poin penting sebagai kompetensi yang seharusnya 

dimiliki oleh mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung. 

Selain itu, sudah seyogyanya mahasiswa sebagai agent of change diharapkan 

untuk menjadi fasilitator maupun kontributor dalam menggalakkan literasi 

politik untuk meningkatkan budaya politik partisipan di Indonesia.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti kepada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 
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FKIP Universitas Lampung, mengenai budaya politik mahasiswa ditemukan 

permasalahan bahwa budaya politik mahasiswa PPKn cenderung masih dalam 

tataran yang kurang baik dimana hal tersebut ditandai dengan adanya fakta 

bahwa masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui peranannya sebagai 

warga negara dalam sistem politik serta segala kewajibannya, mahasiswa PPKn 

yang belum sepenuhnya mengerti perihal sistem politik yang dianut Indonesia, 

mahasiswa PPKn masih belum sepenuhnya yakin dan  percaya dengan sistem 

politik yang sekarang diamini oleh bangsa Indonesia serta mahasiswa PPKn 

belum sepenuhnya peduli dengan kondisi implementasi sistem politik yang ada 

di Indonesia. Dapat ditarik benang merah dari hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti bahwa ada sikap yang tidak selaras antara tujuan Program 

Studi Pendidikan Pancasila Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP 

Universitas Lampung, dan mahasiswa PPKn. Hemat peneliti, hal tersebut perlu 

dikaji dan diteliti lebih mendalam serta faktor apa saja yang mempengaruhinya 

khususnya dalam lingkup pengaruh literasi politik dan budaya politik 

partisipan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung. 

Dari uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan 

Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung”. Penelitian ini dilakukan 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari literasi politik 

terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas 

Lampung. Penelitian ini akan dilakukan kepada mahasiswa PPKn FKIP 

Universitas Lampung angkatan 2019-2022. Hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat menambah khazanah kajian keilmuan bagi masyarakat umum khususnya 

mahasiswa dan tenaga pendidik terhadap budaya politik partisipan melalui 

literasi politik. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut: 
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1. Adanya ketidaksesuaian antara kompetensi Mahasiswa dalam bidang literasi 

politik, budaya politik partisipan mahasiswa, dan tujuan program studi 

PPKn FKIP Universitas Lampung.  

2. Mahasiswa belum sepenuhnya memiliki literasi politik yang baik. 

3. Mahasiswa belum memahami dan memiliki pengetahuan budaya politik 

partisipan dengan baik. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah 

tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan dibatasi masalahnya pada 

Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn 

FKIP Universitas Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah dalam 

penelitian ini maka dapat dirumuskan masalahnya adakah Pengaruh Literasi 

Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn FKIP Universitas 

Lampung?. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah mengetahui dan menjelaskan Pengaruh Literasi Politik Terhadap 

Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah khazanah kajian dan 

referensi bagi penelitian lain yang berminat untuk mengkaji dampak 

Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa 

PPKn FKIP Universitas Lampung. 

2. Kegunaan Praktis 

Adapun kegunaan praktis didalam penelitian ini adalah seperti berikut: 



8 
 

 
 

a. Sebagai informasi bagi mahasiswa agar dapat memaksimalkan literasi 

politik dan diharapkan dapat berdampak baik pada proses budaya politik 

partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. 

b. Sebagai informasi untuk mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung 

agar mampu mengembangkan budaya politik partisipan yang baik 

dengan menerapkan dan memiliki literasi yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Sebagai bahan evaluasi bagi mahasiswa PPKn FKIP Universitas 

Lampung agar dapat merenungi hasil penelitian ini untuk kemudian 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam berbudaya politik 

dengan baik dan tercermin dari perbaikan literasi politik dalam setiap diri 

Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. 

d. Sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya dan diharapkan 

penelitian ini dapat diperbaiki serta diuji dalam penelitian yang akan 

datang. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:  

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan 

dengan kajian pendidikan politik dan kenegaraan karena mengkaji Pengaruh 

Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn FKIP 

Universitas Lampung. 

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Pengaruh Literasi Politik 

Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn FKIP Universitas 

Lampung. 

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi PPKn 

Universitas Lampung Angkatan 2019-2022. 
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4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung 

yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro, No. 1, Gedong 

Meneng Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung. 

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin 

penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung dengan Nomor 5347/UN26.13/PN.01.00/2022 pada 

tanggal 11 Agustus 2022 dan dilaksanakan penelitian pendahuluan pada 

tanggal 11-18 Agustus 2022. Sedangkan untuk surat izin penelitian dengan 

nomor 2043//UN26.13/PN.01.00/2023 dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 

2023 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung dan dilaksanakan penelitian pada tanggal 6-22 Maret 2023. 



 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Deskripsi Teori  

1. Tinjauan Umum Literasi Politik 

a. Pengertian Politik 

Dilansir dari Hidajat (2009), dari sisi etimologi kata politik berasal dari 

bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota 

(city state). Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat 

ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan 

individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. 

Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak 

dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan 

Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai 

masyarakat politik (polity) yang terbaik (Budiardjo, 2007). Namun 

demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum 

mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam 

mencapai politik yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran-

pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari 

pengaruh para filsuf tersebut. 

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik 

secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya 

pemikiran tentang politik. Almond (dalam Basri, 2011) mendefinisikan 

politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan 

keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di 

mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan
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 koersif. Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses 

pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan 

instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik 

berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan 

kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang 

disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut 

Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (polity) 

untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa 

dalam pembuatan keputusan publik. 

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu 

Andrew Heywood. Menurut Andrey Heywood dalam Budiardjo Miriam 

(2007), politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk 

membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan 

umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas 

dari gejala konflik dan kerja sama. Dengan definisi tersebut, Heywood 

(2018) secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik (polity) 

dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas 

dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan 

kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata 

lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu 

keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok 

tertentu. 

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan 

publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian 

dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap 

kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan 

berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain 

(Surbakti, 1992). Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam 

realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji 

dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang 

mereka cita-citakan. Peter Merkl (dalam Budiardjo, 2007) mengatakan 

bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan 
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kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri 

(politics at its worst is a selfish grab for power, glory, and riches). 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik 

adalah sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun 

posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai 

pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi 

masyarakat. 

 

b. Pengertian Literasi Politik 

Awalnya term literasi ini, populer digunakan di bidang studi dokumen 

(perpustakaan) dan informasi. Information Literacy pertama kali 

digunakan oleh Paul Zurkowski, President of The Internationl Industry 

Association pada tahun 1974 dalam proposalnya kepada The US 

National Commission on Libraries and Information Science. Saat itu 

literasi informasi dipahami sebagai seperangkat keterampilan dalam 

pencarian informasi dan penggunaan hak (Heryanto, 2019). 

Menurut pendapat Bernard Crick dalam tulisannya Essays on 

Citizenship, definisi dasar tentang literasi politik adalah pemahaman 

praktis tentang konsep-konsep yang diambil dari kehidupan sehari hari 

dan bahasa (Bernard, 2000). Merupakan upaya memahami seputar isu 

utama politik, apa keyakinan utama para kontestan, bagaimana 

kecenderungan mereka mempengaruhi individu/kelompok lain. 

Selain itu, mengutip pendapat Bernard Crick yang dikutip dari tulisan 

Gun Gun Heryanto (2019), literasi politik adalah senyawa dari 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Crick menegaskan literasi politik 

lebih luas dari hanya sekedar pengetahuan politik, melainkan cara 

"membuat diri menjadi efektif dalam kehidupan publik" dan dorongan 

untuk menjadi aktif, partisipatif dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban baik dalam keadaan resmi maupun di arena publik yang 

sifatnya “suka rela".  

Selain itu, literasi politik meniscayakan adanya elemen-elemen yang 

dapat diidentifikasi dan diukur. Dalam kaitan ini, Madhok (dalam 
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Heryanto, 2021) menawarkan setidaknya empat indikator literasi politik 

yaitu: 

1) Kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan institusi politik, 

kewenangan, dan peranannya. 

2) Kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses 

politik dalam rangka menghasilkan suatu outcome politik. 

3) Pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan, dan anggaran 

pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik. 

4) Partisipasi dalam kegiatan politik. 

 

Dalam laporan "Workshop on Political Literacy" dengan topik Political 

Literacy within ITT Citizenship Education menyimpulkan agar literasi 

politik menjadi kenyataan, maka harus didefinisikan dan dibuat sebagai 

keahlian berbagi sehingga aktivitas ini sarat dengan konten dan 

disampaikan melalui transmisi model. Literasi politik ini memiliki 

potensi memberikan kewarganegaraan dengan dasar pengetahuan, 

ketelitian, sisi "keras" dan basis intelektual. 

Report of Proceedings workshop ini pun menyimpulkan bahwa literasi 

politik terutama bagi kelompok muda melibatkan sejumlah hal:  

1) Mengetahui di mana dan bagaimana keputusan dibuat dalam 

masyarakat lokal, nasional dan internasional. 

2) Mengakui hak seseorang untuk terlibat. 

3) Menjadi akrab dengan berbagai ide-ide politik, bahasa dan bentuk 

bentuk argumen. 

4) Mengembangkan seperangkat pribadi yang memiliki nilai-nilai 

politik dan memiliki keterampilan serta kepercayaan diri 

menerapkannya dalam praktik. 

5) Kemampuan untuk terlihat secara efektif dalam dialog, dengan orang 

lain tentang isu politik bersama yang menjadi perhatian.  

  

     Merujuk pada Macrae dkk dalam Political Literacy Resource Pack 

(2006), literasi adalah bauran kompleks dari praktik praktik sosial yang 
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memungkinkan orang untuk menjadi warga negara yang aktif dan 

efektif. Warga komunitas dilengkapi pengetahuan dan tindakan dalam 

kehidupan mereka dalam kaitannya dengan politik lokal, nasional dan 

internasional. Selain itu, Menurut Jenni S Bev (2011) literasi politik 

mengacu kepada seperangkat keterampilan yang diperlukan bagi warga 

untuk berpartisipasi dalam pemerintahan masyarakat. Singkatnya, ada 

kemampuan untuk mandiri di depan pemerintah. Ini tidak berarti kami 

bertujuan untuk menjadi seorang politisi karir, tetapi untuk berpikir dan 

bertindak sebagai konstituen informasi. Sehingga para pejabat 

pemerintah tidak bisa menjadi siapa mereka tanpa kita.  

 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa literasi politik 

adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berpartisipasi secara 

aktif dan efektif, kritis, bertanggungjawab yang dapat mempengaruhi 

urusan pemerintahan di semua tingkatan. 

 

c. Muatan Pokok Literasi Politik 

1) Partisipasi Politik 

Secara mendasar definisi umum dari partisipasi politik adalah  

sebuah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara 

aktif  dalam sebuah ekosistem politik, yaitu dengan cara memilih 

pemimpin negara secara langsung ataupun tidak langsung, 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut berkaitan 

dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota 

suatu partai atau kelompok kepentingan, melakukan hubungan atau 

lobbying dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen 

(Budiardjo, 2007). 

Menurut Herbert McCluskey yang dikutip dari buku karangan 

Miriam Budiardjo (2007), mengatakan bahwa seorang tokoh 

partisipasi berpendapat dalam International Encyclopedia Of The 

Social Sciences, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela 

dari warga masyarakat, dimana mereka ambil bagian dalam proses 
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pemilihan, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses 

pembentukan kebijakan umum. 

Sementara menurut Myron Weiner (dalam Mas’oed dan 

McAndrews, 1991) terkait partisipasi politik, terdapat lima gerakan 

menuju partisipasi yang lebih luas dalam proses politik yaitu:  

a) Modernisasi: industrialisasi, komersialisasi pertanian, dan 

urbanisasi yang dapat meningkatkan penyebaran kepadatan 

penduduk baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan 

media masa.  

b) Perubahan-perubahan struktur sosial  

c) Pengaruh dari golongan intelektual dan komunikasi masa modern 

seperti, jurnalis, pengarang, ilmuwan dan lain-lain. 

d) Keterlibatan pemerintah yang luas dalam urusan ekonomi, sosial 

dan kebudayaan.  

e) Terjadinya konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin 

politik. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik yakni 

kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara 

aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan 

negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 

kebijakan pemerintah, dan public policy. 

 

2) Jenis-Jenis Partisipasi Politik 

Dilihat dari bentuknya, partisipasi politik dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu; pertama partisipasi secara konvensional yang dikenal 

waktu dan prosedur partisipasinya diketahui oleh publik secara pasti, 

contohnya kampanye dan pemilu. Kedua, partisipasi secara non 

konvensional yang dikenal tidak pernah mengindahkan etika 

berpolitik dalam partisipasinya. Contohnya adalah aksi Anarkisme 

(Burhanuddin, 2009).  

Kegiatan partisipasi politik dapat dibedakan menjadi beberapa 

kategori, antara lain dilihat dari tinggi rendah partisipasi politik, 
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tingkatan, kegiatan dan partisipasi politiknya. Berikut ini 

Sastroatmojo (1995) memaparkan dari jenis partisipasi politik yaitu 

sebagai berikut:     

a) Dilihat dari tinggi rendah partisipasi politik dapat dibedakan 

menjadi partisipasi aktif, partisipasi yang pasif tertekan, 

partisipasi militan radikal, dan partisipasi yang tidak aktif. Aktif 

jika masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan 

percaya pada sistem yang ada. Pasif tertekan jika kepercayaan dan 

kesadaran politik terhadap sistem sangat rendah. Militan radikal 

jika kesadaran politik masyarakat tinggi namun kepercayaan 

terhadap kesadaran sistem politik sangat rendah. Tidak aktif, 

apabila kesadaran politik masyarakat sangat rendah, namun 

kepercayaan terhadap sistem politik sangat tinggi.  

b) Dilihat dari tingkatannya dapat dibedakan menjadi gladiator, 

separator dan apatis. Gladiator berarti tingkatan partisipasi politik 

sampai pada keikutsertaannya dalam proses politik secara aktif, 

dan di bagi menjadi enam lapisan partisipasi politik antara lain: 

pemimpin politik, aktivis politik, komentator politik, warga 

negara marginal dan orang yang terisolasi. Separator adalah orang 

yang setidak-tidaknya menggunakan hak pilihnya untuk ikut serta 

dalam pemilihan umum. Sedangkan apatis adalah tidak peduli 

atau tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kegiatan 

politik dan bersikap masa bodoh. 

c) Dari sudut pandang kegiatannya, partisipasi politik dibagi 

menjadi partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif. Aktif 

jika dapat mengajukan alternatif kebijakan umum, mengajukan 

petisi, membayar pajak dan sebagainya. Sedangkan pasif apabila 

ditunjukkan melalui kegiatan yang mencerminkan ketaatan dan 

penerimaan atas hal-hal yang menjadi keputusan pemerintah. 

Partisipasi aktif berkaitan dengan kegiatan masukan dan keluaran 

dari suatu sistem politik, sedangkan partisipasi pasif berkaitan 

dengan kegiatan atau aspek keluaran dari sistem politik.  
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d) Partisipasi politik dapat pula digolongkan sesuai dengan jumlah 

pelaku yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu partisipasi 

politik dapat digolongkan menjadi partisipasi individu dan 

partisipasi kolektif. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis partisipasi politik 

yaitu pertama jika dilihat dari tinggi rendah partisipasi politik dapat 

dibedakan menjadi partisipasi aktif, partisipasi yang pasif tertekan, 

partisipasi militan radikal, dan partisipasi yang tidak aktif. Kedua 

yaitu dilihat dari tingkatannya dapat dibedakan menjadi gladiator, 

separator dan apatis. Ketiga dari sudut pandang kegiatannya, 

partisipasi politik dibagi menjadi partisipasi politik aktif dan 

partisipasi politik pasif. Keempat yaitu Partisipasi politik dapat pula 

digolongkan sesuai dengan jumlah pelaku yang terlibat di dalamnya. 

 

d. Urgensi Literasi Politik 

Tantangan atau problem yang terkait dengan modernisasi partai politik 

dan penyelenggara pemilu di atas tentu perlu diberikan solusinya yang 

tepat. Salah satu solusinya adalah literasi politik karena literasi politik 

seperti halnya sudah dijelaskan diawal adalah serangkai kemampuan 

yang dipandang perlu bagi para warga untuk berpartisipasi dalam 

pemerintahan. Hal ini meliputi pemahaman bagaimana pemerintah 

bekerja dan isu-isu penting terkait masyarakat,  juga kemampuan 

berpikir kritis terhadap berbagai praktik di pemerintahan atau dalam 

proses-proses politik secara umum. 

Meskipun disebutkan bahwa warga yang menjadi fokus utama literasi 

politik, tetapi siapa pun sesungguhnya bisa menjadi sasaran literasi 

politik, dari warga dalam pengertian masyarakat biasa sampai mereka 

yang sedang menduduki jabatan politik di pemerintahan. Pendek kata, 

literasi politik seharusnya menjadi komitmen semua orang yang hidup 

di negara-negara demokrasi. 

Dalam konteks ini, para penyelenggara pilkada atau pemilu perlu 

mendapatkan literasi politik. Tiga aspek literasi politik: kognitif, afektif, 
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dan psikomotorik,  jika dipegang teguh oleh mereka maka kita bisa 

berharap bahwa pilkada-pilkada yang ada di seluruh daerah di 

Indonesia atau pemilu pada level nasional bukan hanya menghasilkan 

kemangkusan dan kesangkilan semata, melainkan juga mampu 

meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri, terutama penguatan 

lembaga-lembaga demokrasi. 

Para elit politik yang terliterasikan dengan baik, tentu tidak akan 

berpikir untuk kepentingan diri dan golongannya saja, melainkan 

kepentingan negara dan bangsa secara keseluruhan. Ketika membahas 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mereka akan lebih banyak 

memikirkan bahwa undang-undang itu dibuat bukan untuk 

menguntungkan partai politiknya saja, melainkan untuk kepentingan 

semua partai politik, dan terutama untuk seluruh rakyat Indonesia. 

Adanya kecenderungan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu 

memperlihatkan dengan jelas bahwa mereka belum terliterasikan secara 

politik dengan baik (politically literate). Mungkin pada aspek kognitif 

mereka cukup bagus, dalam artian pengetahuan politik mereka tentang 

tata cara penyelenggaraan pilkada atau pemilu dan segala hal yang 

terkait dengannya cukup memadai, setidaknya jika dibandingkan 

dengan masyarakat secara umum. Namun belum tentu pada aspek sikap 

dan psikomotornya mereka terliterasikan dengan baik dan agaknya 

itulah yang kerap terjadi di kalangan mereka. 

 

e. Pendekatan Literasi Politik 

Praktik kandidasi yang kerapkali ditunjukkan dengan cara instan dan 

pragmatis mesti memperoleh perhatian dari berbagai pihak dan elemen. 

Salah satu cara untuk mengantisipasi hal itu dengan menerapkan 

pendekatan literasi politik. Literasi politik merupakan satu di antara 

simpul kekuatan pot warganegara. Demokrasi prosedural pada 

kenyataannya telah menghadirkan banyak residu bagi eksistensi dan 

kemandirian politik. Residu tersebut berupa desain institusional serta 

tipe kekuasaan eksekutif yang penuh paradoks, kontestasi pada 
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kekuasaan legislatif, kartelisasi dan praktik demokrasi kolusif serta 

rawannya distorsi politik media subtansi kekuatan literasi politik ada 

pada partisipasi politik warga yang kritis dan memberdayakan terkait 

dengan konsep-konsep pokok politik yang akan berdampak pada 

kehidupan warga negara. Literasi politik bukanlah semata konsep 

normatif, melainkan bauran antara pengetahuan, skill, dan sikap politik 

(Gun Gun, 2011). 

Mengamati berbagai paradoks dalam proses kandidasi, ada beberapa 

tawaran proses kandidasi dan tentu saja proses tersebut bagian dari 

tindakan literasi politik pada tataran pilkada serentak, antara lain:  

Pertama pendidikan politik. Partai politik memiliki peran yang penting 

dalam melakukan pendidikan politik. Fungsi pendidikan politik 

merupakan sebagai proses pembelajaran pemilih atau masyarakat 

hingga dalam politik kenegaraan. Fungsinya meliputi mulai dari 

pembelajaran mengenai hak politik warga hingga menjadi aktor dalam 

penentuan kebijakan. Proses kandidasi yang instan dan hanya 

mementingkan variabel popularitas dan elektabilitas saja merupakan 

sebuah proses yang tidak menjalankan fungsi pendidikan dan literasi 

politik sesuai dengan fungsi partai politik.  

Kedua, kandidasi dilakukan secara transparan. Misalnya, partai politik 

harus menyelenggarakan konvensi secara terbuka agar bisa diikuti oleh 

seluruh kader partai politik yang potensial. Budaya konvensi ini 

merupakan sebuah upaya yang memberikan hak politik pada setiap 

kader partai politik dan untuk menyeleksi kandidat yang punya 

kapasitas,  jejak, dan potensial. 

Ketiga, melek politik. Selain keputusan para elit politik yang berperan 

dalam proses kandidasi, maka warga negara harus memiliki 

pemahaman literasi politik yang baik, agar mampu memahami, berpikir 

secara kritis dalam menyikapi proses kandidasi oleh partai politik 

secara rasional. Pemilih rasional pada umumnya lebih memprioritaskan 

berbagai variabel antara lain: pengalaman politik, rekam jejak, 

pengalaman birokrasi, integritas, leadership, visi dan misi seorang. 
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Oleh karena itu, pemahaman literasi politik menjadi sebuah rujukan 

negara dalam melakukan tindakan politik pada era demokrasi elektoral. 

Keempat, proses kandidasi oleh partai politik menggunakan model 

dialektis, bukan monologis. Partai politik memiliki peran dan otoritas 

untuk merubah kultur politik monologis, top down, dan satu arah dalam 

pencarian kandidat untuk diusung dalam pilkada serentak. Model 

dialektis ini juga memberikan peluang kepada seluruh kader partai 

politik untuk berkontribusi dalam proses kandidasi. Artinya model 

dialektis ini lebih berproses dan berjenjang bukan sistem penunjukkan 

oleh ketua umum partai politik. Oleh karena itu, model ini kiranya akan 

memperlakukan secara adil kepada seluruh kader partai untuk 

berkontribusi dalam jabatan-jabatan publik secara elegan. 

Kelima, rekayasa politik. Rekayasa politik adalah sebuah ke dalam 

politik yang berkaitan dengan upaya untuk merancang lembaga 

lembaga politik dalam suatu masyarakat. Masyarakat berperhati 

(attentive public) yang peduli terhadap proses kandidasi bisa turut 

berkontribusi dalam pelatihan kaderisasi politik. Misalnya lembaga 

"Satu Nama". Lembaga ini adalah sebuah organisasi nirlaba yang 

bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan 

advokasi, dan pelatihan. Salah satu kegiatan yang tengah dilakukan 

adalah serangkaian pelatihan pendidikan politik untuk masyarakat 

terutama kaum intelektual muda, aktivis, dan politisi. Oleh karena itu, 

tidak hanya partai politik saja yang bertanggungjawab dalam 

menguatkan dan meningkatkan literasi politik, akan tetapi organisasi 

masyarakat sipil (Civil Society Organizations) bisa berkontribusi dalam 

penguatan politik kewarganegaraan terutama advokasi untuk calon 

politisi masa depan bangsa ini.  

 

f. Agenda Literasi Politik  

Literasi politik merupakan bauran dari pemahaman, pengetahuan, sikap 

warga negara dalam merespon demokrasi secara substantif. Di tengah 

kondisi masyarakat yang masih banyak belum memiliki pendidikan 
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yang baik, maka kerap kali demokrasi dibajak oleh oknum politisi 

untuk memanipulasi melalui kekuatan rujukan dan politik uang. 

Peristiwa ini peneliti temukan di sebuah warung kopi yang terletak di 

pelosok Desa, emak-emak yang pada saat itu harusnya datang ke TPS 

untuk menyuarakan hak politiknya, malah ogah-ogahan karena tidak 

beri uang oleh para kontestan. Pemandangan seperti ini masih banyak 

ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, baik perkotaan maupun 

pedesaan. Dengan kondisi dan situasi seperi itu, kerapkali terjadi ke- 

sepakatan saling menguntungkan antara pemilih dan calon anggota 

legislatif berupa imbalan finansial (politik uang). Dengan demikian, 

betapa pentingnya kemampuan literasi politik warga sebagai modal 

dasar untuk berpartisipasi pada pemilihan umum. Sikap dan pandangan 

warga akan berdampak pada perilaku masyarakat dalam merespons 

sistem demokrasi di suatu negara. 

Menurut pendapat Bernard Crick (2000:61) dalam tulisannya Esays on 

Citizenship, definisi dasar tentang literasi politik adalah pemahaman 

praktis tentang konsep-konsep yang diambil dari kehidupan sehari- hari 

dan bahasa. Literasi politik merupakan upaya memahami seputar isu 

utama politik, apa keyakinan utama para konstestan, bagaimana 

kecenderungan mereka mempengaruhi diri anda dan saya. Singkatnya 

literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap. Crick menegaskan literasi politik lebih luas dari hanya sekedar 

pengetahuan politik, melainkan cara membuat menjadi efektif dalam 

kehidupan politik dan dorongan untuk menjadi aktif, partisipatif dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban, baik dalam keadaan resmi maupun 

area publik yang sifatnya suka rela (Bhakti, 2012). 

Agenda literasi politik bisa diperankan oleh lembaga suprastruktur 

maupun lembaga infrastruktur politik. Terutama mereka yang masuk 

kategori masyarakat berperhatian (attentive public) yang mampu 

bersikap analitis, strategis, rasional, dan kritis dalam mengawal literasi 

politik ditengah pasar politik global yang kerapkali direduksi oleh 

berbagai kepentingan sesaat. 
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g. Tindakan Literasi Politik 

Kini, sudah saatnya literasi politik fokus pada tindakan (action) Hal ini 

dilakukan dapat dilakukan melalui empat pendekatan. Pertama, warga 

didorong untuk memiliki kemampuan mendefinisi kan kebutuhan 

terhadap informasi politik (defining the need of political information) 

Hal ini, misalnya terkait dengan cara merumuskan definisi operasional 

tentang informasi apa yang sebenarnya untuk mengetahui secara jelas 

para kandidat tersebut. Misalnya latar belakang pendidikan formal dan 

informal, riwayat karier, latar belakang keluarga, konstruksi berpikir, 

dan track record kepemimpinan. Saat dia mengkampanyekan diri ke 

publik, maka tak ada salahnya juga ada gerakan independen yang secara 

kritis mempublikasikan informasi jejak rekam seluruh kandidat 

sehingga publik memiliki pengayaan informasi yang sifatnya 

komparatif. 

Kedua, menetapkan strategi pencarian (initiating the search strategy) 

Ini merupakan strategi investigasi terhadap seluruh proses politik 

Misalnya, dari mana sumber pendanaan kampanye, siapa saja tim 

suksesnya, apakah ada pelanggaran-pelanggaran prosedur kampanye 

dan lain-lain. Dengan banyaknya organisasi independen masyarakat 

atau perseorangan melakukan hal ini, maka pelanggaran seperti kasus 

aliran dana DKP dalam Pilpres 2004 sejak dini akan terdeteksi.  

Ketiga, gerakan mengomunikasikan informasi (communicating the 

information). Hal ini sangat terkait dengan peran media dalam proses 

publikasi. Ada baiknya media menciptakan satu asosiasi yang kuat 

semacam jaringan pers untuk mengawasi sekaligus menjadi kekuatanm 

di arus utama yang menjadi penyeimbang. Misalnya saja, kampanye 

yang diliput media dapat merekam segala janji yang diucapkan kandidat 

sehingga dapat mejadi informasi publik yang autentik. 

Keempat, mengevaluasi produk dari proses akhir politik (evaluating the 

political campaign process). Hal ini terkait dengan evaluasi menyeluruh 

di setiap tingkatan kampanye pilkada. Masyarakat punya hak untuk 
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mengevaluasi dan merekomendasikan apakah seorang kandidat layak 

atau tidak. 

Tentu pendekatan-pendekatan tersebut memerlukan kegiatan-kegiatan 

yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Diantara kegiatan literasi 

politik tersebut adalah: 

1) Mendaftar dan menganalisis isu-isu kontemporer melalui teknik CFR 

(Conclusion, Finding, Recommendation) 

2) Membuat peer group untuk sharing dan melakukan aksi bersama 

3) Melakukan pendidikan politik untuk memperbesar public Attentive 

4) Mempublikasikan tulisan yang fokus menganalisis dinamika politik 

5) Membuat jejaring dengan kelompok suprastruktur politik (eksekutif-

legislatif-yudikatif) dan infrastruktur politik (partai politik, interest 

group, pressure group, media komunikasi politik, dan figur politik) 

6) Melakukan advokasi (litigasi dan non litigasi) 

7) Menginisiasi respon opini publik terkait kebijakan publik 

8) Mengintensifkan diskusi melalui ICT (Information and 

Communication Technology) 

 

h. Membumikan Literasi Politik 

Demikian beberapa kajian dan tawaran terkait dengan kegiatan literasi 

politik. Tentu, masih banyak hal yang bisa dimasukan dalam 

menggagas dan membumikan cita-cita literasi politik ini. Ada beberapa 

hal yang bisa disimpulkan dari paparan di atas. 

Pertama, kegiatan literasi politik merupakan hal yang sangat penting 

dalam penguatan dan pemberdayaan politik warga negara. dalam 

mengedukasi hak-hak politik warga negara sehingga memahami benar 

posisinya di antara berbagai kekuatan politik yang ada. 

Kedua, kegiatan literasi politik kerap direduksi oleh berbagai faktor 

antara lain desain institusional serta tipe kekuasaan eksekutif, kontestasi 

pada kekuasaan legislatif, kartelisasi politik dan praktik demokrasi 

kolusif, serta menguatnya distorsi politik media. 
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Ketiga, literasi politik itu bukanlah sebatas wacana (discourse). 

Melainkan perpaduan antara pengetahuan yang memadai, keterampilan 

dalam pencarian dan komparasi informasi politik, sekaligus juga sikap 

politik mereka terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga 

negara. 

 

i. Indikator Literasi Politik 

Literasi politik meniscayakan adanya elemen-elemen yang dapat 

diidentifikasi dan diukur. Dalam kaitan ini, Madhok (dalam Heryanto, 

2021) menawarkan setidaknya empat indikator literasi politik yaitu: 

1) Kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan institusi politik, 

kewenangan, dan peranannya. 

2) Kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses 

politik dalam rangka menghasilkan suatu outcome politik. 

3) Pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan, dan anggaran 

pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik. 

4) Partisipasi dalam kegiatan politik. 

 

2. Tinjauan Umum Budaya Politik Partisipan 

a. Pengertian Budaya Politik 

Setiap masyarakat dari suatu negara memiliki budaya politik, demikian 

individu-individu yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang 

senantiasa memiliki orientasi terhadap sistem politiknya. Hal itu terjadi 

dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern, bahkan 

masyarakat primitif sekalipun. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

dalam kaitan budaya politik, individu-individu dalam masyarakat itu 

menilai tempat dan peranannya di dalam sistem politik. Pengertian 

budaya politik seperti itu menggerakkan pemahaman pada perpaduan 

antara dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu (Sudijono, 

1995). 

Budaya politik sebagai unsur dari kebudayaan merupakan sesuatu yang 

inheren pada setiap masyarakat dalam sistem politik tradisional maupun 
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modern. Dalam hal ini Almond dan Verba mendefinisikan budaya 

politik sebagai sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-

komponennya, dan juga sikap individu terhadap peranan yang dapat 

dimainkan dalam sebuah sistem politik. Selanjutnya Almond dan Verba 

melihat bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga orientasi, 

yakni pertama, orientasi kognitif yaitu orientasi yang menyangkut 

pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan 

segala kewajibannya. Kedua, orientasi afektif yaitu perasaan terhadap 

sistem politik, peranannya, para aktor, dan segala penampilannya. 

Ketiga, orientasi evaluatif yaitu keputusan dan praduga tentang objek-

objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan 

kriteria dengan informasi dan perasaan (Gatara dan Said, 2011).  

Contoh tentang saling berhubungannya ketiga orientasi tersebut. Untuk 

dapat membentuk suatu penilaian tentang seorang pemimpin, seorang 

warga negara dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang pemimpin 

tersebut secara memadai. Namun demikian, tentulah bahwa 

pengetahuan tersebut telah dipengaruhi oleh berbagai aspek dan yang 

paling dominan ialah perasaannya sendiri. Demikian pula sebaliknya 

bahwa pengetahuan seseorang tentu juga dipengaruhi oleh pengetahuan 

tentang simbol politik yang sedang berlangsung. Bahkan dikatakan 

bahwa pengetahuan tentang simbol saling mempengaruhi perasaan 

seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan (Syamsudin, 

2009). 

Selanjutnya dapat dinyatakan bahwa budaya politik suatu masyarakat 

dengan sendirinya berkembang didalam dan dipengaruhi oleh kompleks 

nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Dapat dikatakan bahwa 

kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar 

nilai. Dengan kondisi dapat dikatakan bahwa dalam kerangka 

pengembangan budaya politik suatu bangsa, diperlukan keterjalinan dan 

keterkaitan antar nilai budaya maupun antar komponen orientasi dalam 

masyarakat sehingga dapat terjalin proses interaksi ke arah 

pengembangan budaya (Syamsudin, 2009). 
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Budaya politik merupakan aspek yang sangat signifikan dalam sistem 

politik. Hal ini dikarenakan bekerjanya struktur dan fungsi politik 

sangat ditentukan oleh budaya politik yang melingkupinya. Dalam 

konteks sistem politik Indonesia, memposisikan budaya politik sebagai 

satu dari sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, 

dan menekan sistem politik, bahkan yang dianggap paling intens dan 

mendasari sistem politik. Lebih jauh, mengkonstatasi bahwa salah satu 

parameter pembangunan politik indonesia adalah tercapainya 

keseimbangan atau harmoni budaya politik dengan pelembagaan politik 

yang ada atau akan ada (Herimanto, 2010). 

Berpijak dari paparan diatas, secara eksplisit menerangkan bahwa 

budaya politik sesungguhnya akan dapat menjelaskan perilaku politik 

dan partisipasi politik, dengan kata lain pendekatan budaya politik 

adalah upaya menembus cara lebih dalam pemahaman tentang perilaku 

politik dan partisipasi politik. Selain itu, pendekatan budaya politik 

untuk mengenal atribut atau ciri yang terpokok untuk menguji proses 

yang berlanjut maupun yang berubah, seirama dengan proses perubahan 

dan perkembangan politik masyarakat di masa konsolidasi demokrasi 

saat ini. 

Untuk melihat peranan individu-individu dalam subjek politik itu, 

Almond dan Verba membedakan golongan subjek. Subjek pertama 

adalah peranan struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif atau 

birokrasi. Kedua penunjang jabatan seperti pemimpin monarki, 

legislator, dan administrator. Struktur dan penunjang jabatan serta 

struktur secara timbal balik dapat diklasifikasi apakah mereka termasuk 

dalam proses “masukkan” politik atau dalam proses administratif atau 

“keluaran”. Dengan proses (input) politik dapat terjadi bahwa arus 

tuntutan politik masyarakat mengalami pemutusan dengan proses 

konversi tuntutan-tuntutan ini ke arah kebijakan dan otoritatif. 

Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi dan kecakapan politik yang 

dimiliki. Orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan 

pemerintah negaranya dapat digolongkan ke dalam kebudayaan 
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politiknya. Suatu model budaya politik tertentu tidak dapat 

dihubungkan secara kaku dengan sistem politik, apalagi hal itu 

menyangkut budaya politik yang lingkupnya luas, terutama bila 

subkultur juga disertakan. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa budaya politik merupakan 

pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, 

penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, 

norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap 

harinya. 

 

b. Tipologi dan Budaya Politik 

Almond dan verba (1985) mengklasifikasikan tipe-tipe budaya politik 

yaitu: 

1) Budaya Politik Parokial  

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik 

tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat 

kecil, sehingga pelaku-pelaku politik belum memiliki pengkhususan 

tugas tetapi peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan 

yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan 

bersamaan dengan perannya baik dalam bidang ekonomi, sosial 

maupun keagamaan. 

Collemen mencontohkan masyarakat suku-suku di Afrika, yang 

tidak terdapat pembagian pesan secara khusus antara pesan politik, 

sosial ataupun religius. Orientasi parokial menyatakan ketiadaannya 

harapan-harapan terhadap perubahan yang diperbandingkan dengan 

sistem politik lainnya (Sudijono, 1995). Dengan kata lain bahwa 

masyarakat dengan budaya parokial tidak mengharapkan apapun dari 

sistem politik termasuk bagian-bagian terhadap perubahan sekalipun. 

Dengan demikian parokialisme dalam sistem politik yang 

diterensiasi lebih bersifat afektif dan orientatif daripada kognitif. 
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Dapat disimpulkan bahwa budaya politik parokial adalah budaya 

politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. 

 

2) Budaya Politik Subjek  

Tipe budaya politik subjek ini memiliki frekuensi yang tinggi 

terhadap sistem politiknya, yang perhatian dan frekuensi orientasi 

terhadap aspek masukan dan partisipasinya dalam aspek keluaran 

sangat rendah. Hal itu berarti bahwa masyarakat dengan tipe budaya 

subjek menyadari telah adanya otoritas pemerintah. Orientasi 

pemerintah yang nyata terlihat dari kebanggaan ungkapan saling, 

baik mendukung atau bermusuhan terhadap sistem (Sudijono, 1995). 

Namun demikian, posisinya sebagai subjek (kaula) mereka pandang 

sebagai posisi yang pasif. Di yakini bahwa posisinya tidak akan 

menentukan apa-apa terhadap perubahan politik. Mereka 

beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk 

mempengaruhi ataupun mengubah sistem. Dengan demikian secara 

umum mereka menerima keputusan yang diambil dan segala 

kebijaksanaan pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan 

mereka memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan pejabat 

bersifat mutlak. Tidak dapat diubah-ubah, dikoreksi, apalagi 

ditentang. Bagi mereka yang prinsip adalah mematuhi perintahnya, 

menerima, loyal, dan setia terhadap anjuran, perintah, serta 

kebijaksanaan pemimpinnya. 

Orientasi budaya subjek yang murni sering terwujud dalam 

masyarakat yang tidak terdapat struktur masukan yang 

dideferensiasi. Demikian pula dalam budaya subjek orientasi dalam 

sistem politik lebih normatif dan efektif daripada kognitif, oleh 

karena itu, dapat dipahami bila mereka memiliki sikap yang 

demikian. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa budaya politik subyek 

adalah budaya politik masyarakat yang bersangkutan sudah relatif 

maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. 
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3) Budaya Politik Partisipan  

Masyarakat dengan budaya partisipan, memiliki orientasi politik 

yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, 

bahwa terhadap struktur, proses politik dan administratif, tegasnya 

terhadap input maupun output dari sistem politik itu. Dalam budaya 

itu seseorang atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam 

kehidupan politik, memiliki kesadaran terhadap hak serta tanggung 

jawabnya. Masyarakat juga merealisasi dan mempergunakan hak-

hak politiknya (Sudijono, 1995).  

Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partisipan 

tidaklah menerima begitu saja keputusan politik. Hal itu karena 

masyarakat telah sadar bahwa begitu kecilnya mereka dalam sistem 

politik, meskipun tetap memiliki kesadaran sebagai totalitas, 

masukan, keluaran dalam konstelasi sistem politik yang ada. 

Anggota-anggota masyarakat partisipatif diarahkan pada peranan 

pribadi sebagai aktivis masyarakat, meskipun sebenarnya 

dimungkinkan mereka menolak ataupun menerima.  

Masyarakat dalam budaya politik partisipan memahami bahwa 

mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap 

sistem politik. Masyarakat memiliki kebangsaan dan kemauan untuk 

berperan dalam sistem politik. Selain itu, masyarakat dalam budaya 

politik ini memiliki keyakinan dapat mempengaruhi pengambilan 

kebijakan publik dan membentuk kelompok untuk melakukan protes 

jika pelaksanaan pemerintah tidak transparan. Dalam budaya politik 

partisipan ini, demokrasi dapat berkembang dengan baik. Hal ini 

dikarenakan terjadinya hubungan yang harmonis antara warga 

negara dan pemerintah yang ditunjuk oleh tingkat kompetensi politik 

(penyelesaian sesuatu secara politik), dan tingkat efficacy 

(keberdayaan). Dapat dikatakan bahwa tipe budaya ini merupakan 

kondisi ideal bagi masyarakat secara politik. Dalam budaya politik 

partisipan, orientasi politik warga terhadap keseluruhan objek, baik 
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umum, input, maupun output secara pribadinya mendekati satu atau 

dapat dikatakan tinggi. 

Beberapa karakter publik dan privat sebagai perwujudan budaya 

politik partisipan sebagai berikut: 

a) Menjadi anggota masyarakat yang independen. Karakter ini 

meliputi kesadaran pribadi untuk bertanggungjawab sesuai 

ketentuan, bukan karena keterpaksaan atau pengawasan dari luar; 

bertanggungjawab atas tindakan yang di perbuat; memenuhi 

kewajiban moral dan hukum sebagai anggota masyarakat 

demokratis.  

b) Memenuhi tanggung jawab personal kewargaan dibidang ekonomi 

dan politik. Tanggungjawab ini antara lain meliputi memelihara 

atau menjaga diri; memberi nafkah dan merawat keluarga; 

mengasuh dan mendidik anak. Didalamnya termasuk pula 

mengikuti informasi tentang isu-isu publik, seperti menentukan 

pilihan (voting); membayar pajak; melayani masyarakat; 

melakukan tugas kepemimpinan sesuai bakat masing-masing. 

c) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu. 

Menghormati orang lain berarti mendengarkan pendapat mereka, 

bersifat sopan, menghargai hak-hak dan kepentingan-kepentingan 

sesama warga negara, mengikuti aturan “prinsip mayoritas” 

namun tetap menghargai hak-hak minoritas untuk berbeda 

pendapat. 

d) Berpartisipasi dalam uruan-urusan kewarganegaraan secara efektif 

dan bijaksana. Karakter ini merupakan stadar informasi sebelum 

menentukan pilihan (voting) atau berpartisipasi dalam debat 

publik; terlibat dalam diskusi yang santun dan serius; memegang 

kendali dalam kepemimpinan bila di perlukan; membuat evaluasi 

tentang kapan saatnya kepentingan pribadi seseorang sebagai 

warga negara harus di kesampingkan demi memenuhi kepentingan 

publik; mengevaluasi kapan seseorang karena kewajiban atau 
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prinsip-prinsip konstitusional di haruskan menolak tuntutan-

tuntutan kewarganegaraan tertentu. 

e) Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional secara sehat. 

Karakter ini meliputi: sadar informasi dan kepekaan terhadap 

unsur-unsur publik; melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai 

dan prinsip-prinsip konstitusional; memonitor keputusan para 

pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik agar sesuai dengan 

nilai-nilai dan prinsip-prinsip tadi; mengambil langkah-langkah 

yang di perlukan bila ada kekurangannya. Karakter ini 

mengarahkan warga negara agar bekerja dengan cara-cara yang 

damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang 

dianggap tidak adil dan tidak bijaksana. 

Dari uraian diatas, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa 

budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan 

kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu 

memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. 

Namun dalam suatu masyarakat kerap kali ditemukan inklanasi 

kepada salah satu tipe budaya politik, misalnya, dalam budaya 

politik partisipan masih dapat dijumpai individu-individu yang tidak 

menaruh minat pada obyek-obyek politik secara luas. Menyadari 

realitas budaya politik yang hidup dimasyarakat tersebut, Almond 

(1956) menyimpulkan adanya budaya politik campuran (mixed 

political culture) yang menurutnya lazim terjadi pada suatu 

masyarakat yang senantiasa mengalami perkembangan dan dinamika 

yang pesat, sehingga sistem politik bisa berubah dan kultur serta 

struktur politik senantiasa tidak selaras. Budaya politik campuran 

yang dikemukakan Almond sebagai berikut: 

a).   Budaya Parokial-Subjek  

Tipe budaya politik saat sebagian besar penduduk menolak 

tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat suku yang feodalistik. 

Masyarakatnya mengembangkan kesetiaan terhadap sistem 
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politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur 

pemerintahan pusat yang sentralistis dan bersifat kompleks.  

Apabila kebudayaan warga negara merupakan sebuah 

kebudayaan politik campuran seperti itu, didalamnya terdapat 

banyak individu yang aktif dalam politik. Tetapi banyak pula 

yang mengambil peranan subyek yang lebih aktif. Peranan 

peserta, dengan demikian telah ditentukan kedalam peranan 

parokial subjek. Hal itu berarti bahwa warga negara yang aktif 

melestarikan ikatan-ikatan tradisional dan non politik, dan 

peranan politiknya yang lebih penting sebagai seorang subjek. 

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa orientasi peserta 

menggusur orientasi parokial dan subjek, tetapi tanpa 

menyebutkan kedua peranan terakhir itu secara eksplisit 

(Sudijono, 1995). 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya 

parokial-subjek adalah budaya politik yang masyarakat yang 

bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya 

tetapi masih bersifat pasif. 

 

b).   Budaya Subjek-Partisipan  

Dalam budaya subjek-partisipan ini, sebagian besar penduduk 

telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus 

dan serangkaian orientasi pribadi yang aktif. Sementara 

sebagian penduduk masih terorientasi dengan struktur 

kekuasaan yang otoriter dan menempatkan partisipasi 

masyarakat pasif. Dengan demikian, terjadi perbedaan orientasi 

pada masyarakat, sebagian yang cenderung mendorong proses 

partisipasi aktif warga negara, sebagian lain justru sebaliknya 

yakni pasif (Sudijono, 1995). 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya 

subjek-partisipan adalah sebuah proses peralihan dari budaya 
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subjek menuju budaya partisipan yang sangat dipengaruhi oleh 

cara bagaimana peralihan budaya parokial menuju budaya 

subjek. 

 

c).   Budaya Parokial-Partisipan  

Kondisi budaya ini biasanya terjadi di dalam negara yang 

sedang berkembang hampir seluruh negara berkembang 

memiliki budaya parokial. Karenanya sistem politik mereka 

terancam oleh fragmentasi parokial yang tradisional, padahal 

mereka ingin secepatnya menjadi sebuah negara modern. Suatu 

masa, cenderung ke otoritariansime dan pada waktu yang lain ke 

arah demokrasi. Struktur untuk bersandar tidak terdapat, 

sementara itu birokrasi tidak dapat berdiri atas kepentingan 

masyarakat, bahkan infrastrukturnya tidak berakar pada warga 

negara yang kompeten dan bertanggung jawab (Sudijono, 1995). 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya 

parokial-partisipan yaitu sebuah budaya yang masih terpengaruh 

pada budaya parokial yang tradisional yang padahal ingin 

menjadi sebuah negara yang lebih modern. 

 

d).  Budaya Parokial-Subjek-Partisipan  

Civic culture (budaya kewarganegaraan) menekankan pada 

partisipasi rasional dalam kehidupan politik, digabungkan dengan 

adanya kecenderungan politik parokial dan subjek warga negara 

maka menjadikan sikap-sikap tradisional dari penggabungannya 

dalam orientasi partisipan yang mengarah pada suatu budaya 

politik dengan keseimbangan aktivitas politik, keterlibatan dan 

adanya rasionalitas serta kepasifan, tradisionalitas, dan komitmen 

terhadap nilai-nilai parokial. Singkatnya, budaya politik ini 

merupakan penggabungan karakteristik dari ketiga budaya politik 

murni (Sudijono, 1995). Dalam pemahaman yang lebih 

sederhana, budaya politik kewarganegaraan merupakan 
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kombinasi antara karakteristik-karakteristik aktif, rasional, 

mempunyai informasi yang cukup mengenai politik, kesetiaan 

pada sistem politik, kepercayaan dan kepatuhan terhadap 

pemerintah, keterkaitan pada keluarga, suku, dan agama. 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya 

parokial-subjek-partisipan merupakan sebuah penggabungan 

karakteristik dari ketiga budaya politik murni. 

 

c. Transformasi Budaya Politik 

Almond dan Verba mengemukakan perlunya "teori sosialisasi politik" 

dalam penyampaian pesan budaya politik. Pada bukunya, dijelaskan 

bahwa ada tiga anggapan yang biasa dibuat untuk subjek berhubungan 

dengan sosialisasi politik sebagai proses yang sederhana.  

1) Pengalaman sosialisasi yang akan mempengaruhi tingkah laku 

politik dihari yang terjadi sebelumnya dalam kehidupan. 

2) Pengalaman ini bukan pengalaman yang bersifat politik, tetapi 

memiliki berbagai konsekuensi politik laten, yaitu yang tidak 

dimaksudkan melahirkan dampak politik, sedang dampak tersebut 

tidak terorganisasi. 

3) Proses sosialisasi selalu bersifat unidireksional: yaitu pengalaman- 

pengalaman mendasar di dalam keluarga mempunyai pengaruh 

penting terhadap struktural sekunder politik, tetapi sebaliknya tidak 

dipengaruhi oleh politik. 

Adapun sarana alamiah untuk terjadinya sosialisasi politik adalah 

keluarga, sekolah, dan tempat bekerja. Institusi tersebut, menurut teori 

ini, membutuhkan proses ekspansi, yang bisa dilakukan, baik secara 

eksplisit maupun implisit. Orang tua atau guru dapat secara eksplisit 

berusaha mengajarkan norma tingkah laku politik. Pengaruh latihan 

warga negara eksplisit ini akan dipertimbangkan pula. 
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d. Budaya Politik di Indonesia 

Dalam konteks ke-Indonesiaan, budaya politik secara tak langsung 

merupakan realitas yang paling dianggap intens dan mendasari sistem 

politik Indonesia. Pengamatan terhadapnya menurut Rusadi, tidaklah 

berhenti pada hasil perolehan identifikasi pengamatan momen (moment 

opname) tentang pola dan struktur kebudayaan dalam situasi tertentu 

dan terbatas. 

Sistem politik yang dipengaruhi atau dilandasi kebudayaan (politik), 

baru dapat dimengerti dan dipahami dengan baik setelah mengarungi 

kurun waktu tertentu (yang mungkin cukup panjang). Budaya politik 

dan struktur politik tidak pernah berada dalam keadaan diam 

(stasioner), tetapi selalu bergerak dan berinteraksi satu sama lain. 

Dengan demikian, pembangunan politik Indonesia dapat pula diukur 

berdasarkan keseimbangan atau harmoni yang dicapai antara lain oleh 

budaya politik dengan pelembagaan politik yang ada atau akan ada. 

Konstatasi sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya 

harus ditelaah dan dibuktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang 

variabel sebagai berikut: 

1) Konfigurasi subkultur di Indonesia masih beragam, walaupun tidak 

sekompleks yang dihadapi India misalnya, yang menghadapi 

masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta, yang semuanya 

relatif masih rawan (vulnerable). 

2) Budaya politik Indonesia yang bersifat parokial satu dan budaya 

politik partisipan di pihak lain; dari satu segi, massa masih 

ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung 

jawab politik yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan 

luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, ikatan primodial 

Adapun di pihak lain, kaum elitnya sungguh-sungguh merupakan 

partisipan yang aktif disebabkan pengaruh pendidikan modern 

(Barat), kadang-kadang bersifat sekuler, dalam arti relatif dapat 

membedakan faktor-faktor penyebab disintegrasi seperti: agama, 

kesukuan, dan lain-lain.  
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Melihat segi ini, keadaan ini merupakan kondisi yang mencerahkan 

(promising), karena ternyata ide masih berperan besar sebagai salah 

satu modal bagi pembangunan. Jadi jelas terlihat, menurut Rusadi 

bahwa kebudayaan politik Indonesia merupakan “mised political 

culture” yang diwarnai besarnya pengaruh kebudayaan politik 

parokial-kaula. 

3) Sifat ikatan primodial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui 

indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, 

perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu: puratisme dan 

nonpuratisme. 

4) Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi 

sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat. 

disebutkan bapakisme, sikap asal bapak senang. 

5) Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala 

konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai 

tradisi dalam masyarakat.  

 

Akhirnya, dari catatan konteks Indonesia, budaya politik Indonesia. 

masih akan terus menarik untuk dikaji dan dipelajari karena dari setiap 

periode politik (pengurunannya), budaya politik relatif konstan, 

sedangkan sistem politik di Indonesia sering mengalami perubahan, 

pergeseran, dan pergantian sesuai dengan karakter rezim yang berkuasa, 

baik pada masa Orde Lama, Orde Baru maupun pada Orde Reformasi. 

Dari sini pula, sebenarnya kita memperoleh persoalan, meskipun dapat 

dikatakan bukan persoalan baru, tentang belum selesainya pembahasan 

mengenai bagaimana sesungguhnya keterkaitan antara budaya politik 

dan sistem politik di berbagai realitas politik. Untuk itu, kita perlu 

memperluas analisis wacana tersebut pada kesempatan lain yang lebih 

luas, dengan senantiasa mengacu pada adanya kesesuaian antara das 

sollen dan das sein. 
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e. Bentuk-Bentuk Budaya Politik Partisipan 

Sebagai komunitas warga negara, hendaknya memiliki peran besar 

(partisipasi aktif) untuk melakukan perubahan politik yang lebih baik 

dan berbudaya. Melalui sarana pemilihan umum, kita dapat 

menjadikannya sebagai momentum untuk mendorong perubahan sosial 

politik, politik ekonomi, budaya, dan lain-lain kearah yang lebih baik 

dan demokratif melalui pemerintahan yang dipilah melalui pemilu, 

secara damai dan beradab (berbudaya). Semua itu dimaksudkan sebagai 

upaya melakukan pendidikan budaya politik partisipan (rakyat) yang 

lebih luas karena dengan demikian akan dapat digunakan sebagai salah 

satu rujukan untuk menentukan pilihan dalam pemilu secara arif, 

bijaksana, kritis, dan rasional. Dalam setiap tahapan pemilu, kita 

sebagai simpatisan (kader) partai politik, ataupun kaum terpelajar tidak 

ada larangan untuk mengikutinya. Namun demikian, hal yang perlu 

dikedepankan dalam kampanye adalah situasi damai karena dalam 

kampanye sering kali terjadi persinggungan antar massa pendukung 

dari partai politik (simpatisan dan kader) partai politik. Bermula dari 

saling mengejek dan saling hina di antara mereka ketika berpapasan di 

jalan raya dalam situasi kampanye, perkelahian antar massa pendukung 

partai politik seringkali terjadi. Untuk mewujudkan situasi seperti itu 

dibutuhkan toleransi yang besar terhadap kelompok yang berbeda 

pandangan politik dan juga sikap anti kekerasan Masyarakat yang ingin 

aktif dalam kampanye harus sadar bahwa tindakan brutal, kekerasan, 

dan keseluruhan hanya akan merusak situasi pemilu yang demokratis 

dan beradab. Untuk itu kita harus sadar bahwa brutalisme, kekerasan, 

dan kerusuhan yang mengiringi proses pemilu sebenarya adalah 

tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokratis dan 

budaya politik bangsa Indonesia 

Suatu pemerintahan dengan budaya politik yang bertentangan dengan 

semangat pembangunan politik bangsa yang transparan (terbuka) 

apabila dalam penyelenggaraan sistem politik pemerintahannya tidak 

terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses 
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kelembagaan sehigga tidak mudah di akses oleh masyarakat sebagai 

warga bangsa yang membutuhkan. Budaya politik feodalisme yang 

terjadi merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana seorang 

pemimpin bangsawan memiliki anak buah banyak yang juga masih dari 

kalangan bangsawan, tetapi lebih rendah mereka biasa disebut vazal. 

Dalam penggunaan bahasa sekalipun, Warga menyadari akan hak dan 

tanggung jawabnya seringkali digunakan untuk menunjuk para 

perilaku-perilaku negatif yang mirip dengan perilaku para penguasa 

yang zalim, seperti kolot dan selalu ingin di hormati atau bertahan pada 

nilai-nilai lama yang sudah banyak di tinggalkan artinya sudah banyak 

tidak sesuai lagi dengan pengertian politik yang sesungguhnya. Realitas 

budaya politik masih menjadi kendala bagi proses pendidikan politik 

karena masih diwarnai oleh kuatnya pengaruh nilai-nilai feodalisme, 

primordialisme, dan paternalisme berlebihan dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan. Kondisi itu diperparah dengan semakin sulitnya 

mencari figur-figur yang dapat diteladani dalam kepemimpinan 

nasional. Keadaan ini dirasakan mempersulit mahasiswa dan kaum 

terpelajar dalam mengoperasionalkan konsep dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam khazanah budaya bangsa.  

Dari sudut pandang lain, bentuk budaya partisipan mahasiswa meliputi 

tingkat pengetahuan umum mahasiswa mengenai sistem politik 

negaranya, pemahaman mahasiswa mengenai struktur dan peran 

pemerintah dalam membuat kebijakan, pemahaman mengenai 

penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari mahasiswa dan 

media massa kepada pemerintah, sejauh mana partisipasi mahassiwa 

dalam berpolitik dan bernegara serta sejauh mana pemahamannya 

mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. 

 

f. Indikator Budaya Politik Partisipan 

Menurut Almond dan Verba (dalam Novianasari, 2016), budaya politik 

partisipan merupakan budaya politik yang demokratik. Dalam hal ini, 

akan mendukung tebentuknya sebuah sistem politik yang demokratik 
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dan stabil. Adapun indikator budaya politik partisipan yang 

dikemukakan oleh Almond dan Verba yaitu:  

1) Tingkat pengetahuan umum mahasiswa mengenai sistem politik 

negaranya. 

2) Pemahaman mahasiswa mengenai struktur dan peran pemerintah 

dalam membuat kebijakan. 

3) Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan 

opini dari mahasiswa dan media massa kepada pemerintah. 

4) Sejauh mana partisipasi mahasiswa dalam berpolitik dan bernegara, 

serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajiban 

sebagai warga negara. 

 

B. Kajian Penelitian Relevan 

1. Penelitian ini dilakukan dilakukan oleh Huzaifa Katarudin dan Nora Eka 

Putri pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Pengaruh Literasi Politik 

Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilukada Kota 

Pariaman Tahun 2018”. Metode penelitian yang digunakan yaitu survey 

dengan subyek penelitian adalah kalangan pelajar tingkat SMA/Sederajat 

dan mahasiswa di sekisaran umur 17 hingga 21 tahun. Hasil penelitian ini 

adalah untuk mengetahui adanya pengaruh literasi politik tentang Pilkada 

terhadap partisipasinya dalam menggunakan hak pilih pada pemilu kada 

Kota Pariaman tahun 2018. 

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti 

oleh peneliti terdapat pada variabel penelitian yaitu penelitian ini tidak 

meneliti variabel meningkatkan budaya politik. Namun, penelitian tersebut 

relevan karena memiliki kesamaan dalam ruang lingkup subyek dan obyek 

penelitian yaitu Pengaruh Literasi Politik. 

2. Penelitian ini dilakukan dilakukan oleh Thomas Tokan Pureklolon pada 

tahun 2021 dengan judul penelitian “Eksistensi Budaya Politik di 

Indonesia : Sebuah Kajian”. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi 

literatur dengan cara riset kepustakaan dengan subyek penelitian adalah 

masyarakat/warga negara Indonesia. Hasil penelitian ini adalah untuk 
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mendeskripsikan eksistensi budaya politik di Indonesia sesuai dengan 

konteks, situasi dan tujuan pembangunan politik di Indonesia.  

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah 

pada ruang lingkup subyeknya yaitu masyarakat Indonesia terhadap 

budaya politik. Kemudian, persamaan dalam penelitian tersebut yakni 

meneliti mengenai budaya politik. 

3. Penelitian ini dilakukan dilakukan oleh T.A.M. Ronny Gosal pada tahun 

2014 dengan judul penelitian “Budaya Politik di Indonesia: Suatu Telaah 

Tentang Perkembangan Budaya Politik Partisipan Sejak Kemerdekaan 

Sampai Dengan Era Reformasi”. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

studi literatur dengan cara riset kepustakaan dengan subyek penelitian 

adalah masyarakat/warga negara Indonesia. Hasil penelitian ini adalah 

untuk menelaah kembali budaya politik pada tatanan demokrasi yang 

berkembang di indonesia. Budaya politik yang ada di kalangan elit sampai 

dengan masyarakat biasa terkadang saling bersinggungan, sehingga 

membangun kelompok-kelompok insklusif tertentu yang menyebabkan 

tejadinya gesekan-gesekan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah 

pada ruang lingkup subyeknya yaitu masyarakat Indonesia terhadap 

budaya politik partisipan. Kemudian, persamaan dalam penelitian tersebut 

yakni meneliti mengenai budaya politik partisipan. 

 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini nantinya akan mencari tahu bagaimana pengaruh literasi politik 

terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas 

Lampung. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwasannya sejumlah survey menunjukkan generasi milenial 

dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi 

terbesar di pemilu 2024. Pada pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah 

pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu 

serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta-

80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35%-40% pemilih muda sudah 
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mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu 

yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Tapi persoalan lain 

yang bisa terjadi pada keikutsertaan para pemilih muda dalam pesta 

demokrasi itu, mereka juga bisa berpeluang menjadi penyumbang “golput” 

dalam pemilu 2024.  

Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para 

pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik 

pada pemilukada mendatang. Budaya politik adalah persepsi warga negara 

yang diaktualisasikan dalam pola sikap terhadap masalah politik dan 

peristiwa politik yang terjadi. Politik mencakup berbagai aspek dalam 

kehidupan bermasyarakat, seperti keagamaan, kegiatan ekonomi, bisnis, 

hubungan internasional, serta hubungan sosial masyarakat. Konsep ini dapat 

pula berarti berbagai aspek kegiatan masyarakat mempengaruhi kebijakan 

politik. Masyarakat dalam budaya politik partisipan memahami bahwa 

mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem 

politik. Masyarakat memiliki kebangsaan dan kemauan untuk berperan dalam 

sistem politik. Selain itu, masyarakat dalam budaya politik ini memiliki 

keyakinan dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dan 

membentuk kelompok untuk melakukan protes jika pelaksanaan pemerintah 

tidak transparan. Maka dari itu, budaya politik partisipan dapat 

mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengetahui pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan 

mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.  

Indikator yang digunakan dalam literasi politik (Variabel X) menurut 

pendapat Madhok yang dikutip dari tulisan Gun Gun Heryanto (2021), yaitu 

kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan institusi politik, 

kewenangan, dan peranannya. Kedua, Kemampuan untuk membuat opini dan 

otonomi posisi dalam proses politik dalam rangka menghasilkan suatu 

outcome politik. Ketiga, Pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan, dan 

anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik. Keempat, 

yaitu Partisipasi dalam kegiatan politik. Kemudian indikator dari budaya 

politik (Variabel Y) menurut Almond dan Verba (dalam Novianasari, 2016) 
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Budaya Politik Partisipan 

(Variabel Y) 

Indikator: 

1. Tingkat pengetahuan umum 

mahasiswa mengenai sistem 

politik negaranya. 

2. Pemahaman mahasiswa 

mengenai struktur dan peran 

pemerintah dalam membuat 

kebijakan. 

3. Pemahaman mengenai 

penguatan kebijakan yang 

meliputi masukan opini dari 

mahasiswa dan media massa 

kepada pemerintah. 

4. Sejauh mana partisipasi 

mahasiswa dalam berpolitik 

dan bernegara, serta sejauh 

mana pemahamannya 

mengenai hak dan kewajiban 

sebagai warga Negara. 

yaitu tingkat pengetahuan umum mahasiswa mengenai sistem politik 

negaranya, pemahaman mahasiswa mengenai struktur dan peran pemerintah 

dalam membuat kebijakan, pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang 

meliputi masukan opini dari mahasiswa dan media massa kepada pemerintah, 

dan sejauh mana partisipasi mahassiwa dalam berpolitik dan bernegara serta 

sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga 

negara. 

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Literasi Politik (Variabel X) 

Indikator: 

1. Kehirauan dan kesadaran 

pentingnya aktivitas dan 

institusi politik, kewenangan, 

dan peranannya. 

2. Kemampuan untuk membuat 

opini dan otonomi posisi dalam 

proses politik dalam rangka 

menghasilkan suatu outcome 

politik. 

3. Pengetahuan mengenai 

kebijakan, perencanaan, dan 

anggaran pemerintah untuk 

pembangunan dan pelayanan 

publik. 

4. Partisipasi dalam kegiatan 

politik. 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir dari 

permasalahan di atas, maka ditentukan hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H0:     =  Tidak ada pengaruh literasi politik terhadap budaya politik 

partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. 

Ha:     =  Ada pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan 

mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.



 

 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan 

bantuan aplikasi SPSS Versi 25 dan Microsoft Excel 2007. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh literasi politik terhadap 

budaya politik partisipan mahasiswa PPKn Universitas Lampung. Data 

penelitian yang nantinya diperoleh adalah berupa skor (angka) dan proses 

melalui pengolahan data menggunakan statistik, serta selanjutnya akan 

dideskripsikan guna mendapatkan gambaran mengenai variabel literasi politik 

dengan variabel budaya politik partisipan. 

Penelitian ini juga digunakan oleh peneliti untuk melihat pengaruh antar  

variabel bebas yaitu literasi politik dengan variabel terikat yaitu budaya 

politik partisipan. Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menguji 

hipotesis pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan 

menggunakan teknik analisis Product Moment person, karena data yang 

digunakan adalah data interval. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan salah satu elemen penting di dalam sebuah penelitian, 

karena keberadaan dari populasi akan menentukan validitas data yang akan 

diperoleh dari hasil suatu penelitian. Senada dengan pernyataan di atas,
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Sujarweni (2022) mengutarakan pengertian populasi yaitu keseluruhan 

jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik 

dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasinya yaitu mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP 

Universitas Lampung angkatan 2019, angkatan 2020, angkatan 2021, dan 

angkatan 2022. Adapun rincian masing-masing tiap angkatan mahasiswa 

PPKn FKIP Universitas Lampung yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Data Jumlah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung. 

No Mahasiswa  Total 

1 Angkatan 2019 66  

2 Angkatan 2020 81  

3 Angkatan 2021 90  

4 Angkatan 2022 119  

Total 356 

Sumber: Data Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Tahun 2022.  

 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti 

tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian misal karena 

terbatasnya dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Menurut Arikunto (2019) 

menjelaskan bahwasannya apabila subjek kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 

10%-15% atau lebih. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dalam penelitian ini sampel yang 

diambil adalah 10% dari jumlah populasi yang ada serta dihitungan 

dengan menggunakan rumus Taro Yamane sebagai berikut: 
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Keterangan : 

N = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

   = Presisi (ditetapkan 10%) 

 

(Riduan dan Akdon, 2009) 

 

  
   

            
 

  
   

            
 

  
   

      
 

   

    
          

 

Dari perhitungan diatas didapatkan jumlah sampel sebanyak 78 responden. 

Kemudian ditentukan jumlah masing-masing sampel menurut jumlah 

mahasiswa PPKn yang berada di masing-masing sampel menurut jumlah 

mahasiswa yang berada di angkatan 2019, angkatan 2020, angkatan 2021, 

dan angkatan 2022 secara random sampling dengan rumus sebagai berikut: 

 

   
  

 
   

 

Keterangan : 

    = Jumlah sampel menurut jumlah angkatan 

  = Jumlah sampel seluruhnya 

   = Jumlah populasi menurut jumlah kelas  

  = Jumlah populasi seluruhnya 

(Riduan dan Akdon, 2009) 
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Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh jumlah sampel menurut 

jumlah masing-masing kelas sebagai berikut: 

Angkatan 2019 =   

   
            = 14 mahasiswa 

Angkatan 2020 =   

   
            = 18 mahasiswa 

Angkatan 2021 =   

   
            = 20 mahasiswa 

Angkatan 2022 =    

   
            = 26 mahasiswa 

 

Tabel 3.2 Data Jumlah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung yang 

Menjadi Sampel. 

No Mahasiswa Jumlah Mahasiswa Sampel 

1 Angkatan 2019 66 14 

2 Angkatan 2020 81 18 

3 Angkatan 2021 90 20 

4 Angkatan 2022 119 26 

Jumlah 356 78 

Sumber: Data Telah Diolah Oleh Peneliti Pada Bulan Agustus 2022 

Berdasarkan tabel diatas, sampel pada penelitian ini yang diambil adalah 

sebesar 10% dari jumlah populasi mahasiswa program studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung yang 

melebihi 100 dengan jumlah 356 maka didapat sebanyak 78 responden. 

C. Variabel Penelitian 

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (dalam Sujarweni, 2022) 

adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, variabel penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Sujarweni (2022) menuturkan pengertian variabel bebas sebagai sebuah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen. Adapun variabel bebas (Independent 

Variabel) pada penelitian adalah Literasi Politik (X). 
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2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena 

adanya variabel bebas (Sujarweni, 2022). Pada penelitian kali ini yang 

menjadi variabel terikat yaitu Budaya Politik Partisipan (Y).  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Keterkaitan Antar Variabel X dan Y 

 

 

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel 

yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan dimudahkan 

dalam mengoprasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan 

memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian 

ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan 

dengan yang akan diteliti, sebagai berikut: 

a. Literasi Politik 

Literasi Politik adalah bauran dari pemahaman, pengetahuan, sikap 

warga negara, sikap warga negara dalam merespon demokrasi secara 

substantif. Literasi politik merupakan upaya memahami seputar isu 

utama politik, apa keyakinan utama para kontestan, dan bagaimana 

kecenderungan mereka mempengaruhi individu atau kelompok lain. 

b. Budaya Politik Partisipan 

Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan 

budaya politik dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat 

mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Namun 

dalam suatu masyarakat kerap kali ditemukan inklanasi kepada salah 

satu tipe budaya politik, misalnya, dalam budaya politik partisipan 

Variabel (X) 

Literasi Politik 

Variabel (Y) 

Budaya Politik Partisipan 
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masih dapat dijumpai individu-individu yang tidak menaruh minat pada 

obyek-obyek politik secara luas. 

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan sebuah bentuk definisi dari variabel-

variabel yang akan diteliti secara operasional dalam kaitannya dengan 

proses pengukuran variabel-variabel tersebut (Sarwono, 2017). Definisi 

diatas dapat disederhanakan bahwa definisi operasional adalah variabel 

penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian 

sebelum dilakukan analisis. Oleh karena itu, terdapat beberapa konsep 

dalam penelitian ini yang perlu untuk di operasionalkan, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Literasi Politik 

Definisi operasional literasi politik adalah untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh yang didapatkan serta ditimbulkan setelah 

mempelajari pengaruh literasi politik pada Mahasiswa PPKn FKIP 

Universitas Lampung yang dalam fakta dilapangan literasi bangsa 

indonesia cukup memprihatinkan. Dalam penelitian ini untuk mengukur 

pengaruh literasi politik, tataran praksisnya dipengaruhi oleh lima 

faktor. Menurut Mudhok (dalam Heryanto, 2021) kelima faktor tersebut 

menjadi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

literasi politik warga negara yaitu sebagai berikut: 

1) Kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan institusi politik, 

kewenangan, dan peranannya. 

2) Kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses 

politik dalam rangka menghasilkan suatu outcome politik. 

3) Pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan, dan anggaran 

pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik. 

4) Partisipasi dalam kegiatan politik.  
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b. Budaya Politik Partisipan 

Budaya politik Partisipan merupakan orientasi politik yang secara 

eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahwa terhadap 

struktur, proses politik dan administratif, tegasnya terhadap input 

maupun output dari sistem politik itu. Dalam budaya itu seseorang atau 

orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, 

memiliki kesadaran terhadap hak serta tanggung jawabnya.. 

Berdasarkan judul penelitian yaitu pengaruh literasi politik terhadap 

budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. 

Maka, terdapat indikator yang digunakan dalam budaya politik 

partisipan mahasiswa setelah ditelusuri hubungannya dengan literasi 

politik. Menurut Almond dan Verba (dalam Novianasari, 2016), budaya 

politik partisipan merupakan budaya politik yang demokratik. Dalam 

hal ini, akan mendukung tebentuknya sebuah sistem politik yang 

demokratik dan stabil. Adapun indikator budaya politik partisipan yang 

dikemukakan oleh Almond dan Verba yaitu:  

1. Tingkat pengetahuan umum mahasiswa mengenai sistem politik 

negaranya. 

2. Pemahaman mahasiswa mengenai struktur dan peran pemerintah 

dalam membuat kebijakan 

3. Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan 

opini dari mahasiswa dan media massa kepada pemerintah. 

4. Sejauh mana partisipasi mahasiswa dalam berpolitik dan bernegara, 

serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajiban 

sebagai warga negara. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada hakikatnya data merupakan sebuah hasil pencatatan peneliti, baik yang 

berupa fakta ataupun angka (Arikunto, 2019). Oleh karenanya, teknik 

pengumpulan data merupakan sebuah cara yang digunakan untuk 

memperoleh pencatatan dalam segala informasi berupa fakta dan angka atau 

hal-hal sebagian atau ukuran keseluruhan mengenai suatu variabel atau 



51 
 

 
 

seluruh populasi secara lengkap sehingga harapannya dapat menjadi 

pendukung keberhasilan dalam sebuah penelitian. Adapun teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: 

1. Angket 

Fathoni (2011) memaparkan bahwasannya angket merupakan sebuah 

teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner 

(daftar pertanyaan/isian) untuk kemudian diisi langsung oleh responden 

seperti yang dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun sebuah 

informasi data. Penelitian ini menggunakan teknik angket sebagai teknik 

pokok untuk mengumpulkan data berupa pernyataan tertulis yang 

diberikan kepada responden mengenai pengaruh literasi politik terhadap 

budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung 

yang bertempat di Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung. 

Teknik angket ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi 

langsung dari responden. Sasaran dalam penelitian atau pemberian angket 

ini adalah mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. 

Dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup sehingga responden 

dapat menjawab dengan tiga alternatif jawaban (Sangat Setuju, Setuju dan 

Tidak Setuju), kemudian selanjutnya responden akan memilih salah satu 

jawaban dengan memberikan tanda checklist pada jawaban yang telah 

dipilih serta dipersiapkan dan jawaban yang diberikan memiliki bobot nilai 

bervariasi. Variasi nilai atau skor dari masing-masing jawaban dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a. Untuk jawaban yang sangat sesuai dengan harapan akan diberikan skor 

atau nilai tiga (3). 

b. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberikan skor atau 

nilai dua (2). 

c. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan makan akan diberikan 

skor atau nilai satu (1). 

Berdasarkan keterangan diatas, maka nantinya akan diketahui nilai 

tertinggi adalah skor atau nilai tiga (3) sedangkan nilai terendahnya adalah 

mendapatkan nilai atau skor satu (1). 
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2. Wawancara 

Menurut esterberg dalam sugiyono (2014) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. 

Sedangkan Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa teknik wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

diteliti. Oleh karena itu, wawancara ialah proses pengajuan pertanyaan 

yang diajukan kepada narasumber untuk mengumpulkan data-data yang 

mendukung penelitian. 

Teknik wawancara ini digunakan sebagai penunjang dalam penelitian 

untuk mengumpulkan data tambahan. Peneliti melakukan wawancara 

secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tanpa 

disiapkan sebelumnya (wawancara bebas). Wawancara dalam penelitian 

ini dilakukan dengan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung untuk mendapatkan data 

tambahan berupa informasi terkait pengaruh literasi politik terhadap 

budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. 

 

F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

1. Uji Validitas 

Validitas adalah sebuah ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006). Sedangkan 

menurut Azhar dan Ardi (2008) menjelaskan bahwa validitas adalah 

sebuah skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan 

untuk mengukur apa yang diukur. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat di simpulkan bahwasannya 

uji validitas adalah suatu kontrol khusus terhadap teori-teori yang telah 

menghasilkan indikator variabel yang disesuaikan dengan maksud serta isi 

dari butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket dan konsultasi 

dengan Pembimbing I dan Pembimbing II. 
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Uji validitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Cara 

mengukur variabel konstruk yaitu mencari korelasi antara masing-masing 

pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi pearson 

product moment, sebagai berikut: 

 

 
   

              

                         

 

 

Keterangan : 

    = Koefesien korelasi pearson validitas 

X = Skor tanggapan responden atas setiap pertanyaan 

Y = Skor tanggapan responden atas seluruh pertanyaan 

N = Banyaknya jumlah/subjek responden 

 

(Sujarweni, 2012) 

 

Setelah mengetahui hasil dari rumus pearson product moment, kemudian 

peneliti juga melakukan pengujian kembali angket menggunakan uji dua 

sisi dengan taraf signifikasi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan 

yaitu jika                 maka instrumen dinyatakan valid. Untuk 

memudahkan uji coba dalam penelitian ini maka dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program Statistical Product and Service Solution 

(SPSS). Adapun kriteria diterima atau tidaknya suatu data valid atau tidak 

dalam program SPSS (Priyanto, 2008). 

Berdasarkan nilai korelasi : 

a. Jika                 maka item dinyatakan valid. 

b. Jika                 maka item dinyatakan tidak valid. 

 

Berdasarkan signifikansi : 

a. Jika nilai signifikansi > a (0,05) maka item dinyatakan tidak valid.  

b. Jika nilai signifikansi < a (0,05) maka item dinyatakan valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2011) menjelaskan bahwasanya reliabilitas menunjuk 

pada satu pengertian bahwasannya suatu instrumen cukup serta dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut telah baik. Untuk uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing 

variabel penelitian Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan 

menggunakan metode Cronbach' Alpha digunakan rumus berikut 

(Sulisyanto dalam Wibowo, 2012). 

 

     
 

   
    

    

   
  

 

Keterangan: 

    = Reliabilitas intrumen 

K = Jumlah butir pertanyaan atau pernyataan 

      = Jumlah variabel pada butir 

    = Varian total 

 

Menurut Sekara dalam Wibowo (2012) memaparkan bahwasannya kriteria 

penilaian uji reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 

dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Beberapa peneliti 

berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai 

dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3. Koefisien Reliabilitas 

No Nilai Interval Kriteria 

1 <0,20 Sangat Rendah 

2 0,20-0,399 Rendah 

3 0,40-0,599 Cukup 

4 0,60-0,799 Tinggi 

5 0,80-1,00 Sangat Tinggi 

 

Sumber: Wibowo (2012) 
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Selain itu, nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai 

cronbach's alpha pada perhitungan SPSS dengan nilai r tabel 

menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS secara default 

menggunakan nilai ini) dan dfN-2, N adalah banyaknya sampel dan K 

adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu (Wibowo, 

2012) : 

a. Jika         (                df maka butir pertanyaan/pernyataan 

tersebut reliabel. 

b. Jika         (                df maka butir pertanyaan/pernyataan 

tersebut tidak reliabel. 

 

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan 

dengan program SPSS adalah sebagai berikut : 

a. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item 

pertanyaan/pernyataan, dalam hal ini skor total tidak di ikut sertakan. 

b. Melakukan analisis menggunakan perintah analyze kemudian scale 

reliability analysis. 

c. Membandingkan nilai cronbach's alpha dengan       . 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah 

hasil data dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat 

digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Analisis data juga bertujuan 

untuk menyederhanakan suatu informasi baru yang nantinya akan lebih 

mudah untuk dipahami. Analisis data pada penelitian ini akan dilakukan 

adalah uji prasyarat analisis dan analisis akhir atau uji hipotesis. 

1. Analisis Ditribusi Frekuensi 

Analisis data frekuensi dilakukan terhadap hasil pengambilan data dari 

angket (Literasi Politik) dan angket (Budaya Politik Partisipan). Analisis 

distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui klasifikasi beserta 

presentase tingkat pengaruh dari literasi politik terhadap budaya politik 

partisipan mahasiswa. Analisis ditribusi frekuensi menggunakan rumus 
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interval yang dikemukakan oleh Hadi dalam Wahab (2021) dengan 

persamaan sebagai berikut: 

 

  
     

 
 

 

Keterangan: 

I = Interval 

NT = Nilai tertinggi  

   = Nilai terendah 

  = Kategori 

 

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat presentase digunakan rumus 

presentase sebagai berikut : 

 

  
 

 
        

 

Keterangan: 

P = Besarnya presentase 

F = Jumlah skor yang diperolah diseluruh item 

  = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden 

 

Selanjutnya untuk mengetahui banyaknya presentase yang diperolah maka 

digunakan dengan kriteria yang dapat ditafsirkan sebagai berikut: 

 

76% - 100% = Baik 

56% - 75%  = Cukup 

40% - 55%  = Kurang baik 

0% - 39%  = Tidak baik 

(Arikunto, 2019). 
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2. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah suatu percobaan untuk mengetahui apakah data 

sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan 

SPSS 25 untuk memperoleh koefisiennya. Dalam penelitian ini 

dilakukan dengan uji kolmogrove smirnov, karena sampel yang 

digunakan merupakan mempunyai skala yang besar  50. Berikut 

rumus uji Kolmogrov Smirnov : 

 

D =                   

 

Keterangan: 

Fs (x)  = Distribusi frekuensi kumulatif sampel  

Ft (x)  = Distribusi frekuensi kumulatif teoritis 

 

Pedoman dalam pengambilan hasil akhir menggunakan uji kolmogrov 

adalah jika nilai Sig atau probilitas (p)   0,05 data bertribusi normal 

dan jika nilai Sig atau probilitas (p)   0,05 data bertribusi tidak normal. 

Hal ini dilakukan untuk menentukan data statistik yang digunakan. Jika 

data berdistribusi normal dapat digunakan metode statistik parametrik, 

sedangkan jika data tidak berdistribusi tidak normal maka dapat 

menggunakan metode nonparametrik (Sugiyono, 2008). 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah Literasi Politik 

(Variabel X) dan Budaya Politik Partisipan (Variabel Y) mempunyai 

hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Menurut Prayitno 

(2008) memaparkan bahwasannya uji linieritas biasanya digunakan 

sebagai uji prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. 

Pengujian pada SPSS 25 dengan menggunakan Test For Liniarty pada 

taraf sig 0,05 dan dua variabel dapat dikatakan mempunyai hubungan 

apabila signifikansi linier berkurang dari 0,05. Uji yang digunakan 

adalah uji F dengan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

     = Harga bilangan F untuk garis regresi 

      = Rerata kuadrat garis regresi 

      = Rerata kuadrat residu 

 

 (Sutrisno Hadi, 2014) 

 

Dasar pengambilan keputusan uji linearitas sebagai berikut: 

1) Jika nilai Sig> 0.05, maka mempunyai hubungan yang linear secara 

signifikasi antara variabel X dan variabel Y. 

2) Jika nilai Sig <0.05, maka tidak mempunyai hubungan yang linear 

secara signifikasi antara variabel X dan variabel Y. 

 

3. Analisis Data 

a. Uji Regresi Sederhana 

Selanjutnya dalam penelitian ini akan diujikan menggunakan rumus 

regresi linier. Untuk mempermudah dalam uji linieritas maka pada 

penelitian ini menggunakan daftar analisis varian (anova) dengan 

ketentuan apabila Fhitung  ≤  Ftabel pada taraf 5% dengan dk pembilang 

(k-2) dan dk penyebut (n-k), maka regresi linier. 

Data hasil dari analisis regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh 

antara variabel X terhadap varibel Y, yaitu Pengaruh Pengaruh Literasi 

Politik (X) Terhadap Budaya Politik Partisipan (Y). 

Adapun persamaan dari regresi linier adalah sebagai berikut : 

  

   = a + bX 

 

Keterangan: 

   = Subyek pada variabel dependent 
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X = Prediktor 

a  = Harga Y ketika harga X = 0 (Harga Konstanta) 

b  = Koefisien regresi 

(Sugiyono, 2019). 

 

b. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

positif yang signifikan dari Literasi Politik (X) sebagai variabel bebas 

dengan Budaya Politik Partisipan (Y) sebagai variabel terikat uji 

hipotesis dilakukan menggunakan SPSS versi 25 berdasarkan hasil uji 

analisis regresi linier sederhana untuk memperoleh koefisien 

signifikannya. Dasar pengambilan keputusan hasil uji hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil < dari probabilitas 0,05 maka 

ada pengaruh literasi politik (X) terhadap budaya politik partisipan 

(Y). 

2) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar > dari probabilitas 0,05 maka 

tidak ada pengaruh literasi politik (X) terhadap budaya politik 

partisipan (Y). 

 

Dalam pengujian hipotesis kali ini penelitian menggunakan uji t 

Menurut Prayitno (2018) uji t digunakan untuk mengetahui suatu 

pengaruh pada variabel-variabel bebas (independent) secara individu 

atau parsial terhadap suatu variabel terikat (dependent). Adapun rumus t 

hitung pada analisis regresi adalah sebagai berikut: 

         
 

  
 

 

Keterangan: 

b    =  Koefisien Regresi 

sb  =  Standar Eror 
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Ataupun dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: 

         
     

     
 

 

Keterangan : 

r   = Koefisien Korelasi Sederhana 

n  = Jumlah Data atau kasus 

Dasar dari pengambilan keputusan Uji t dilakukan sebagai berikut: 

1) Apabila nilai t hitung >t tabel dengan dk = n-2 atau 54-2 dan α 0,05 

maka Ho ditolak dan sebaliknya H1 diterima. 

2) Apabila probabilitas (sig) 0,05 maka H0 diterima dan sebaliknya H1 

ditolak. 

Menurut Sugiyono (2014) untuk menafsirkan hipotesis yang diperoleh 

digunakan pengkategorian atau klasifikasi sebagai berikut: 

0,00 - 0,199 = kategori sangat rendah 

0,20 - 0,399 = kategori rendah 

0,40 - 0,599 = kategori sedang 

0,60 – 0,799 = kategori kuat 

0,80 - 1,000 = kategori sangat kuat 

 

c. Uji Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2011) Uji koefisien determinasi (r
2
) digunakan untuk 

mengetahui presentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi dapat dilihat dari 

nilai adjusted r
2
 dimana untuk menginterpretasikan besarnya nilai 

koefisien determinasi harus diubah kedalam bentuk persentase. Sisa dari 

total (100%) yang artinya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian. Koefisien determinasi bertujuan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen Nilai koefisien determinasi adalah 0 < r
2
 < 1. 

Jika nilai koefisien determinasi yang mendekati angka nol (0) berarti 
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kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas. 

Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati satu (1) 

berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan 

variabel terikat semakin kuat. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk 

mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh variabel X terhadap Y dan 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

   = (r
2
) x 100%  

 

Keterangan : 

KD = Nilai Koefisien Determinasi  

r = Nilai Koefisien Korelasi  

(Riduwan, 2009) 

 

H. Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu bentuk upaya mempersiapkan 

sebelum melakukan penelitian yang bersifat sistematis yang didalamnya 

meliputi adanya perencanaan, prosedur, sampai dengan pelaksanaan 

penelitian dilapangan. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat dilaksanakan 

sesuai dengan appa yang telah direncanakan. Adapun langkah-langkah 

penelitian yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Persiapan Pengajuan Judul 

Langkah awal dalam penelitian ini peneliti mengajukan judul yang terdiri 

dari dua alternatif pilihan kepada dosen pembimbing akademik. Setelah 

mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik, selanjutnya 

peneliti mengajukan judul tersebut kepada Ketua Program Studi PPKn dan 

disetujui pada tanggal 15 Juli 2022 sekaligus ditentukan dosen 

pembimbing utama yaitu Drs. Berchah Pitoewas, M.H. dan pembimbing 

pembantu yaitu Ana Mentari, S.Pd. M. Pd. 
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2. Penelitian Pendahuluan 

Setelah mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan 

Nomor 5347/UN26.13/PN.01.00/2022 pada tanggal 11 Agustus 2022. 

Maka penelitian ini dimulai dengan melakukan penelitian pendahuluan 

dilokasi penelitian yaitu Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung. 

Adapun maksud dilakukannya penelitian pendahuluan ini adalah untuk 

memperoleh data mengenai jumlah mahasiswa serta gambaran secara 

umum tentang berbagai hal yang akan diteliti dalam penyusunan proposal 

penelitian. Penelitian ini ditunjang oleh beberapa literatur dan arahan dari 

dosen pembimbing. 

 

3. Pengajuan Rencana Penelitian  

Rencana penelitian ini dilakukan melalui proses konsultasi sebagai salah 

satu prosedur dalam memperoleh persetujuan untuk melaksanakan seminar 

proposal. Melalui beberapa tahapan yaitu dari adanya perbaikan proposal 

sampai dengan akhirnya proposal disetujui oleh Pembimbing II pada 

tanggal 6 Oktober 2022 dan Pembimbing I pada tanggal 12 Oktober 2022. 

Lalu, seminar proposal dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022. 

Adapun tujuan dari diadakan nya seminar proposal tersebut adalah untuk 

memperoleh masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi. 

Setelah selesai melaksanakan seminar proposal, peneliti melakukan 

perbaikan sesuai dengan masukan, kritik dan saran dari dosen pembahas. 

 

4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan angket sebagai alat bantu dalam pengumpulan data. 

Kemudian angket diberikan kepada seluruh responden yang berjumlah 78 

Mahasiswa dengan jumlah soal pernyataan 15, dalam rangka penyusunan 

angket tersebut, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Membuat kisi-kisi angket tentang Pengaruh Literasi Politik Terhadap 

Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn FKIP Universitas 

Lampung. 
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b. Membuat beberapa item pernyataan angket mengenai Pengaruh Literasi 

Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKn FKIP 

Universitas Lampung. 

c. Mengkonsultasikan angket ke Pembimbing I dan Pembimbing II, 

setelah angket tersebut disetujui oleh Pembimbing I dan pembimbing II. 

Kemudian mengadakan uji coba kepada sepuluh orang responden diluar 

dari sampel yang sebenarnya. 

 

I. Pelaksanaan Uji Coba Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan membawa surat izin penelitian 

dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

dengan nomor surat 2043/UN26.13/PN.01.00/2023 yang ditunjukan kepada 

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

Setelah mendapatkan surat pengantar dari Dekan, kemudian peneliti 

mengadakan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2023, dalam 

penelitian ini peneliti melakukan uji coba angket kepada 10 responden diluar 

sampel yang sebenarnya. Pada penelitian ini dilakukan uji coba yaitu uji coba 

validitas dan uji coba reliabilitas. 

1. Uji Coba Validitas Angket 

Uji validitas ini dilakukan dengan perhitungan data menggunakan bantuan 

Microsoft Excel dalam instrumen yang berbentuk angket untuk variabel 

yaitu Pengaruh Literasi Politik (Variabel X) dan Budaya Politik Partisipan 

(Variabel Y). Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi 0,05 dengan 

kriteria pengambilan keputusan yaitu apabila r hitung ≥ r tabel maka 

instrumen dapat dinyatakan valid. Sedangkan apabila r hitung ≤ r tabel maka 

instrumen dinyatakan tidak valid. Untuk memudahkan uji validitas pada 

penelitian ini maka dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 25. Adapun 

langkah-langkah dalam menghitung validitas menggunakan bantuan SPSS 

versi 20 yaitu: (1) Masukkan seluruh data dan skor total; (2) Analize >> 

Correlate >> Bivariate; (3) Masukkan seluruh item ke dalam kotak 
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Variabels; (4) Klik Pearson >> OK. Output hasil uji validitas angket 

dengan bantuan SPSS versi 25 dapat dilihat pada lampiran.  

Dengan hasil perhitungan data menggunakan bantuan SPSS versi 25, maka 

untuk angket Pengaruh Literasi Politik (X) dari seluruh item pernyataan 

hanya diperoleh beberapa item pernyataan yang valid karena setiap item r 

hitung > r tabel dengan level siginifikansi sebesar 5% (0,05) maka dari 47 

item pernyataan hanya didapatkan sebanyak 28 item pernyataan saja yang 

dinyatakan valid dan sebanyak 19 item pernyataan yang dinyatakan tidak 

valid dan tidak diikutsertakan dalam penelitian yang sesungguhnya. 

Sedangkan, pada angket variabel (Y) atau Budaya Politik Partisipan 

menunjukkan bahwa dari seluruh item pernyataan hanya diperoleh 

beberapa item pernyataan yang valid karena setiap item r hitung > r tabel 

dengan level siginifikansi sebesar 5% (0,05) maka dari 38 item pernyataan 

hanya didapatkan sebanyak 29 item pernyataan saja yang dinyatakan valid 

dan sebanyak 9 item pernyataan yang dinyatakan tidak valid sehingga 

tidak bisa diikutsertakan dalam penelitian yang sesungguhnya 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas menggunakan rumus Pearson 

Product Moment dengan bantuan menggunakan SPSS versi 25, maka 

dapat disimpulkan bahwa dari seluruh item pernyataan dari variabel X 

maupun variabel Y sebanyak 85 item pernyataan hanya 57 item 

pernyataan. Dari uraian diatas, dapat kita temukan bahwa item pernyataan 

yang tidak valid dari kedua variabel yaitu sebanyak 28 item pernyataan 

sehingga 57 item pernyataan yang masing-masing terdiri dari 28 item 

pernyataan valid dari variabel X dan 29 item pernyataan yang valid dari 

variabel Y sehingga dari keseluruhan item pernyataan yang valid dapat 

digunakan untuk mengukur kesahihan indikator yang digunakan. Data 

yang valid tersebut kemudian dapat menjadi item pernyataan yang akan 

dilanjutkan untuk penelitian yang sesungguhnya. 

2. Uji Coba Reliabilitas Angket 

Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menghitung koefisien pada 

Cronbach's Alpha yang diperoleh dari data hasil uji coba angket. Untuk 
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pengujian reliabilitas ini peneliti menggunakan bantuan Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) versi 25. Adapun langkah langkah dalam 

menghitung reliabilitas dengan menggunakan SPSS versi 25 yaitu: (1) 

masukkan data yang sama dengan data yang digunakan untuk menghitung 

validitas; (2) Analize >> Scale >> Reliability Analysis; (3) masukkan 

nomer item yang valid ke dalam kotak items, skor total tidak diikutkan: (4) 

Statistics, pada kotak dialog Descriptives for klik Scale if item deleted >> 

Continue >> OK. Output hasil uji reliabilitas angket dengan bantuan SPSS 

versi 25 dapat dilihat pada lampiran. Penelitian dianggap atau dinyatakan 

valid apabila suatu instrumen memiliki kriteria penilaian uji reliabilitas, 

jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan apabila uji 

reliabilitas 0,7 maka dapat diterima dan apabila diatas 0.8 adalah baik. 

Hasil uji coba angket dari variabel X yang telah diisi oleh sepuluh 

responden diluar sampel, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 Uji Reliabilitas (Variabel X) Kepada Sepuluh Responden Diluar 

Sampel. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.751 29 

 

Hasil uji coba angket yang dilakukan dengan menggunakan rumus 

Cronbach's Alpha.  

Hasil dari angket/kuisioner dapat dikatakan reliabel apabila hasil 

minimalnya 0.6. Dengan demikian angket yang dipakai dalam penelitian 

ini sudah dapat dinyatakan reliabel atau dapat diandalkan karena setelah 

dilakukannya analisis menggunakan bantuan SPSS versi 25 menunjukkan 

hasil akhirnya untuk variabel X nya adalah 0,751 dengan jumlah 28 item 

pernyataan sehingga dapat dinyatakan bahwa angket dari variabel X 

memiliki kriteria yang tinggi. 
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Tabel 3.5 Uji Reliabilitas (Variabel Y) Kepada Sepuluh Responden Diluar 

Sampel 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.756 30 

Hasil dari uji angket yang menggunakan rumus Cronbach's Alpha.  

Hasil angket dikatakan reliabel apabila hasil minimalnya 0,6. Dengan 

demikian kuisioner yang dipakai dalam penelitian ini sudah reliabel atau 

dapat diandalkan kerena setelah dilakukannya analisis menggunakan 

bantuan SPSS versi 25 pada variabel Y hasil akhirnya memiliki nilai 

0,756. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lebih dari hasil minimal 0,6 

dengan jumlah item pernyataan sebanyak 29 item yang dikatakan valid 

sehingga dapat pula dinyatakan bahwa angket dari variabel Y masuk ke 

dalam nilai interval 0,60-0,799 termasuk memiliki kriteria tinggi. 

Oleh karenanya, berdasarkan hasil perhitungan dua angket diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa untuk angket Literasi Politik diperoleh nilai 

reliabilitas sebesar 0,751 (0,75 > 0,6) dari 28 item pernyataan yang valid 

dan dapat dikategorikan memiliki kriteria yang tinggi. Kemudian untuk 

angket Budaya Politik Partisipan diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,756 

(0.75 > 0.6) dari 29 item pernyataan yang valid dan dapat dikategorikan 

memiliki kriteria yang tinggi. Dengan demikian 28 item pernyataan dari 

variabel X dan 29 item pernyataan dari variabel Y dapat dinyatakan valid 

dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut telah baik bahkan dalam angket peneliti kedua variabel 

dinyatakan tinggi atau secara singkat dinyatakan reliabel sebagai instumen 

dalam penelitian. 



 
 
 

 
 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah peneliti 

lakukan mengenai pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan 

mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung, dapat disimpulkan bahwasannya 

adanya pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan mahasiswa 

PPKn FKIP Universitas Lampung. Selain itu, dari data hasil penelitian dan 

pengujian hipotesis yang peneliti lakukan bahwa literasi politik berpengaruh 

positif terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas 

Lampung. Pengaruh literasi politik berpengaruh sebesar 53,1% terhadap 

budaya politik partisipan mahasiswa dan sisanya sebesar 46,9% oleh faktor lain 

diluar faktor literasi politik mahasiswa PPKn yaitu tingkat kesejahteraan 

kehidupan, kondisi ekonomi, pengaruh orang tua, dan pengalaman 

berorganisasi. Pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan 

ditunjukan dengan koefisien regresi yang menunjukan nilai positif yaitu 0,788 

dan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05). Nilai koefisien regresi memberikan arti 

bahwa pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan berbanding 

lurus, artinya semakin literasi politik ditingkatkan dan digunakan dalam segala 

lini khususnya yang berkaitan dengan kegiatan politik maka partisipasi politik 

kemudian akan meningkat dan akan membentuk budaya politik partisipatif atau 

yang secara teori disebut dengan budaya politik partisipan.  

 

Bersambung dari data diatas, maka relevan jika dalam latar belakang 

dinyatakan bahwa kemampuan literasi politik yang baik akan turut berperan
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dalam penerapan sistem checks and balances dari masyarakat, oleh 

masyarakatdan untuk masyarakat dalam rangka turut serta memberikan 

masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dalam pengertian lain 

disebut dengan partisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik dan bersih sebagai langkah awal mewujudkan keadilan sosial bagi 

segenap masyarakat Indonesia. Lebih daripada itu, dari hasil penelitian diatas 

dapat disimpulkan bahwa adanya kesesuaian antara kompetensi mahasiswa 

dalam bidang literasi politik, budaya politik partisipan mahasiswa, dan tujuan 

program studi PPKn FKIP Universitas Lampung, mahasiswa PPKn FKIP 

Universitas Lampung sudah memiliki literasi politik yang baik yang ditandai 

dengan 47 mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dari total 78 sampel 

yang diteliti atau dapat dibaca dengan presentase 60,26% mahsiswa PPKn 

FKIP Universitas Lampung sudah memiliki literasi politik yang baik dan 

mahasiswa sudah memahami dan memiliki pengetahuan budaya politik 

partisipan dengan baik dengan sebuah pertanda bahwa 45 mahasiswa dari 

jumlah seluruh sampel sebnayak 78 responden dari mahasiswa PPKn FKIP 

Universitas Lampung dengan presentase 57.69% dan dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung memiliki budaya politik 

partisipan yang cukup baik. Selain itu mahasiswa PPKn FKIP Universitas 

Lampung memiliki bentuk partisipasi politik non-konvensional, dan dalam hal 

tipologi partisipasi politik mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung 

mayoritas berpartisipasi secara aktif dan sebagian lain berpartisipasi secara 

pasif.  

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, maka saran 

yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Universitas 

Bagi universitas diharapkan dapat mempertimbangkan hasil dari penelitian 

ini untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan 

selama perkuliahan. Selain itu, diharapkan universitas dapat meningkatkan 

fasilitas penunjang dalam meningkatkan knowladge mahasiswa seperti 
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meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan di universitas  

guna mendukung mahasiswa dalam mendapatkan informasi khususnya 

pengetahuan yang berkaitan dengan politik.  

 

2. Bagi Tenaga Pendidik 

Bagi tenaga pendidik, terkhusus di bidang Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan upaya yang lebih maksinal 

dalam mengembangkan pengetahuan peserta didik dengan transfer civic 

cnowladge melalui pendidikan formal.  

 

3. Bagi Mahasiswa 

Bagi mahasiswa, terkhusus mahasiswa PPKn diharapkan mampu 

memahami dan menyerap ilmu pengetahuan mengenai civic knowladge 

(pengetahuan kewarganegaraan) khususnya mengenai political literacy 

(literasi politik) karena mengingat betapa pentingnya nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai warga negara. 

 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penelitian lebih lanjut 

mengenai literasi politik dalam memberikan pengetahuan terkait vitalnya 

partisipasi politik mahasiswa serta mengkaji lebih banyak sumber referensi 

yang terkait dengan politik agar hasil penelitianya dapat lebih baik lagi. 

Selain itu, peneliti menyarankan jika peneliti selanjutnya ingin meneliti 

variabel yang serupa agar hendaknya menggunakan indikator yang belum 

diteliti sehingga dapat memunculkan lebih banyak pembahasan pengetahuan 

secara lebih luas.
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